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INTI SARI 
 RAHMAT HIDAYAT, Nomor Pokok E121 09 011, Program Studi 
Ilmu Pemerintahan Jurusan Ilmu Politik Pemerintahan, Fakultas Ilmu 
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, menyusun skripsi dengan 
judul : “IDEOLOGI PANCASILA DALAM IMPLEMENTASI 
PEMERINTAHAN DI INDONESIA (Analisis Dampak Kebijakan Izin 
Usaha Pertambangan terhadap Ekonomi Kerakyatan di Kolaka Utara) 
” di bawah bimbingan Dr. H. A. Gau Kadir, M.A dan Dr. Muh.Tamar, 
M.Psi 
  
 Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui implementasi sistem 
ekonomi Pancasila dalam kebijakan pertambangan dari aspek perundang-
undangan dan dampak kebijakan izin usaha pertambangan terhadap 
ekonomi kerakyatan di Kolaka Utara. Tipe penelitian yang digunakan 
adalah tipe penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik 
pengumpulan data studi kepustakaan dengan membaca buku, majalah, 
surat kabar, dokumen-dokumen, undang-undang dan media informasi lain 
yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, serta observasi 
langsung yaitu pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan 
langsung terhadap objek yang diteliti, dan wawancara dimana peneliti 
mengadakan tanya jawab langsung dengan informan sehubungan dengan 
masalah yang diteliti.    
 
 Dari hasil analisis data, dapat disimpulkan bahwa sistem ekonomi 
Pancasila merupakan manifestasi dari ideologi Pancasila  yang berfungsi 
sebagai pedoman pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi 
lokal seperti pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan. 
Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi sistem 
ekonomi Pancasila dalam kebijakan pertambangan dari aspek perundang-
undangan di Kolaka utara sudah terealisasi. Dapat dilihat dari dasar 
hukum kebijakan pertambangan di Kolaka Utara yang sudah sesuai 
dengan sistem ekonomi Pancasila. namun  di Kolaka Utara tidak ada 
peraturan daerah sebagai landasan hukum kebijakan pemerintah untuk 
pengelolaan pertambangan yang berorientasi terhadap sistem ekonomi 
Pancasila. Dari aspek pelayanan masyarakat sistem ekonomi Pancasila 
tidak terimplementasi sebagaimana mestinya. Pembangunan ekonomi 
lokal masyarakat Kolaka Utara seperti pertanian, perkebunan dan 
perikanan melalui kebijakan pertambangan tidak terealisasi sebagaimana 
mestinya. Dampak izin usaha pertambangan terhadap tiga aspek ekonomi 
lokal sangan signifikan dan negatif hanya sektor peternakan yang tidak 
memiliki dampak signifikan dari kebijakan izin usaha pertambangan.    
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ABSTRACT 
 RAHMAT HIDAYAT, Number ID E121 09 011, Study Program 
Goverment Knowledge Department Politic Goverment Knowlodge, Faculty 
Social Knowledge and Politic Knowledge Hasanuddin University, essay 
arrange with title : “PANCASILA IDEOLOGY WITH GOVERMENT 
IMPLEMENTATION IN INDONESIA (Analysis of the Impact of Policies 
on the Mining Permit Democratic Economy in Northern Kolaka) ” in 
guidance Dr. H. A. Gau Kadir, M.A and Dr. Muh.Tamar, M.Psi 
  
 This essay  purpose  for knowing implementation economy system 
Pancasila in mining policy from laws aspects and the impact of policies on 
the mining permit democratic economy in  North Kolaka. Observer Type 
which use is qualitative description Observer with using gathering 
technical data study library with reading book, magazine, newspaper, 
documents, laws and other information media which connected with 
problems investigation, with direct observation specifically gathering data 
with  arrange direct observer with investigation objects, and interviewing 
whose Observer arrange direct asking question with informan connection 
with problem investigation.    
 
 The result of data analysis , can concluded that the economic 
system Pancasila form manifestation from Pancasila ideology  which 
server as to guide economic development which  purpose to incrase 
welfare public through local economy local such as agriculture, plantation, 
fishery and livestock. Based on the result Obsevation showed that 
implementation economy system Pancasila in Mining policy from laws 
aspects in North Kolaka already realizated. Could seeing from basic law 
mining policy in North Kolaka which suitable with economy sytem 
Pancasila. However  in North Kolaka nothing region rules as legal basis 
goverment policy for mining management which orientated for economy 
system Pancasila. From public server economy sytem Pancasila not 
implementation like as. Development local economy Kolaka Utara public 
like agriculture, plantation and fishery through mining policy not realizated 
like as. Impact mining business license towards three  local economy 
aspects very significant and negatif only lovestock sector which haven`t 
significant  impact from mining business license policy  .    
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Penelitian  
Ideologi merupakan suatu gagasan dan sistem pemikiran bagaimana 
memajukan suatu negara dengan nilai-nilai yang terkandung didalamnya untuk 
mencapai tujuan, ideologi bukan  hanya sebatas pemikiran tetapi merupakan 
pemikiran yang berlandaskan atas dasar filsafat yang lahir secara radikal, 
sistematis, dan rasional sebagai suatu kesatuan sistem nilai, pedoman, petunjuk 
normatif bagaimana menjalankan dan menyelenggarakan negara agar negara 
sampai kepada tujuanya. Hubungan ideologi dan negara merupakan suatu 
hubungan yang sangat penting dimana negara merupakan intitusi moral yang 
harus mengakomodasi kepentingan bersama agar rakyat mencapai titik 
kesejahteraan dan ideologi merupakan seperangkat nilai atau petunjuk 
bagaimana mencapai tujuan negara itu, ideologi merupakan rohnya atau titik 
nadinya negara. 
Ideologi berkaitan dengan seluruh kesatuan dalam  negara seperti  
manusia, individu, masyarakat, rakyat, budaya, dan pemerintah. Keterkaitan 
antara ideologi dengan kesatuan negara tersebut merupakan keterkaitan saling 
mendukung dan saling berhubungan, dan ideologi yang baik adalah ideologi 
yang sesuai dengan konteks kesatuan negara, ideologi yang nilai-nilainya tidak 
dipaksakan dari luar melainkan merupakan landasan nilai dari kesatuan negara 
yang sudah mengakar, digali, dan diambil dari harta kekayaan rohani, moral, dan 
budaya masyarakat itu sendiri yang dasarnya bukan keyakinan-keyakinan 
ideologis sekelompok orang ataupun golongan tertentu melainkan hasil 
musyawarah dari konsensus dari masyarakat tersebut dan kemudian 
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diaktualisasikan kembali dalam masyarakat. Ideologi dalam kehidupan 
kenegaraan dapat diartikan sebagai suatu konsensus mayoritas warga negara 
tentang nilai-nilai dasar yang ingin diwujudkan dalam negara (Marsudi, 2012 : 65). 
Kemudian dalam perspektif yang berbeda Mc Lelland (2005) mengartikan 
ideologi adalah hasil ciptaan yang khas yang dihasilkan atas penyelidikan 
terhadap masyarakat, budaya,  dan pola kehidupan yang untuk diaktualisasikan 
dalam masyarakat. 
Indonesia adalah negara yang secara politis resmi merdeka pada tanggal 
17 Agustus 1945, tentunya sebagai suatu negara maka Indonesia memiliki 
ideologi sebagai sistem nilai atau landasan dan dasar atas didirikanya negara 
Indonesia ini yang juga sekaligus menjadi sistem pemikiran dan seperangkat nilai. 
Ideologi negara Indonesia disebut dengan ideologi Pancasila. Pancasila 
merupakan karya besar negri ini yang bersumber dari kekayaan rohani, moral, 
dan budaya bangsa Indonesia yang dirumuskan dalam lima nilai dasar 
Pancasila. Lima nilai dasar tersebut yang tertuang dari setiap silanya 
berkedudukan sebagai dasar negara, pandangan filosofis bangsa, jati diri 
bangsa, asas persatuan dan kesatuan bangsa, dan ideologi negara. Kedudukan 
Pancasila di Indonesia tentunya tidak tercipta melalui proses pikiran semata para 
pendiri bangsa melainkan melelui proses kefilsafatan secara mendalam. 
Pancasila sebagai ideologi negara sudah merupakan suatu keharusan 
moral untuk secara konsisten mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam 
setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, terlebih lagi 
Pancasila merupakan ideologi yang gagasanya bersumber dari kekayaan rohani, 
budaya, moral dan kesatuan bangsa lainya. Kenyataan secara filosofis dan 
objektif bahwa bangsa Indonesia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara 
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berdasarkan nilai-nilai yang tertuang dalam sila-sila Pancasila yang secara 
filosofis merupakan filosofis bangsa Indonesia sebelum mendirikan negara. 
Faktanya kemudian ideologi Pancasila dengan seperangkat nilainya tidak 
teraktualisasi dengan baik sebagai suatu sistem pemikiran maupun pedoman 
normatif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ideologi Pancasila 
kehilangan rohnya dan jauh menyimpan dalam pemahaman maupun dalam 
proses pengaktualisasian. Kalau dalam proses memahami Pancasila mengalami 
penyimpanan terlebih lagi dalam proses pengaktualisasian karena perilaku 
sangat ditentukan dengan pemahaman kita. Proses memahami pancasila 
mengalami kemerosotan dimasyarakat, pemerintah, dan generasi muda 
Indonesia 
Dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia tentunya Pancasila 
harus menjadi sumber nilai, pedoman, arah, dan tujuan negara yang 
terepleksikan dalam pembangunan nasional. Menempatkan Pancasila sebagai 
fokus dalam kehidupan masyarakat Indonesia namun dalam upaya 
implementasinya mengalami berbagai hambatan, banyak kebijakan pemerintah 
baik di tingkatan lokal maupun pusat yang sudah jauh dari nilai-nilai Pancasila, 
sebuah pertanyaan klasik yang selalu kita dengar  mengapa Indonesia yang kaya 
sumber daya alam dan sumber daya manusia hingga akhir ini sekitar 250 juta 
rakyatnya masih hidup dalam kemiskinan, kebodohan, penyakit menular, 
ketimpangan sosial, ketakutan akan tindakan kekerasan dan penggusuran, 
kecemasan akan masa depan, serta ancaman gerakan separatisme akibat 
kekecewaan daerah jawabannya adalah karena kebijakan pemerintah dalam 
pengelolaan sumber daya alam tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD dasar 
1945. 
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Segala bentuk kebijakan yang dikeluarkan pemerintah secara ideal 
merupakan suatu upaya pemerintah untuk mencapai kepentingan bersama agar 
tercipta kesejahteraan masyarakatnya namun yang menarik untuk dicermati 
adalah kebijakan pertambangan sebagai bentuk kebijakan pemerintah tentang 
pengelolaan sumber daya alam, apakah kebijakan pertambangan yang dilakukan 
oleh pemerintah mensejahterakan masyarakat atau justru mensejahterakan 
segelintir orang saja. Kemiskinan yang melingkupi sebagaian besar masyarakat 
Indonesia terutama disebabkan struktur yang eksploitatif yang dibuat oleh 
manusia, struktur inilah yang menyebabkan masyarakat miskin sulit terlepas dari 
jeratan kemiskinannya. Meskipun mereka bekerja keras membanting tulang 
sepanjang hari, memeras keringat sepanjang hidup, karena struktur yang tidak 
adil, mereka tetap saja terkurung dalam kemiskinan (Bernhard: 2013). 
Berlakunya Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah memberikan kewenangan pengelolaan sumber daya alam khususnya 
pertambangan kepada masing-masing daerah dan kewenangan untuk 
pengelolaan pertambangan dari tingkat pusat maupun daerah diatur dalam 
Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. 
Dua peraturan tersebut yang menjadi kekuatan hukum pemerintah daerah untuk 
pengelolaan kekayaan alam untuk mensejahterakan masyarakat dan 
menciptakan keadilan sesuai ideologi Pancasila. 
Kebijakan pertambangan berdasarkan Undang-Undang No.4 Tahun  
2009 tentang Pertambanan Mineral dan Batu bara merupakan kebijakan 
pemberian izin usaha kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan untuk 
usaha pertambangan oleh pemerintah pusat, provinsi dan daerah tergantung 
letak lokasi  wilayah pertambangan berada. Pemerintah memberikan ruang 
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kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan untuk mengelolah kekayaan 
alam yang dikandung dalam bumi Indonesia ini untuk kesejahteraan masyarakat. 
Kehadiran suatu perusahaan pertambangan disuatu daerah niscaya membawa 
kemajuan terhadap warga sekitarnya. Berdiri atau beroperasinya sebuah 
pertambangan disuatu daerah akan menciptakan kehidupan yang lebih sejahtera, 
keamanan terjamin, dan kehidupan sosial yang lebih baik (Elsam : 2003). 
Pemikiran yang demikian merupakan paradigma pemikiran yang menekankan 
bahwa kegiatan pertambangan merupakan kegiatan perubahan sosial ekonomi 
bagi masyarakat yang berada di sekitar pertambangan. Asumsinya, perusahaan 
pertambangan akan membawa serta arus investasi, membongkar isolasi warga, 
dan membuka akses terhadap isolasi warga dan membuka akses masyarakat 
terhadap dunia luar. Paradigma pemikiran ini juga beranggapan bahwa dengan 
hadirnya perusahaan pertambangan akan dibangun infrasturuktur yang 
diperlukan masyarakat seperti jalan, listrik, air bersih, transportasi, jaringan 
komunikasi, dan lain-lain. Namun dalam perspektif yang berbeda Bernhard 
(2013) menyatakan bahwa kemiskinan di pedesaan pada umumnya disebabkan 
oleh sumber kehidupan masyarakat dirampas untuk kepentingan pertambangan, 
perkebunan, transportasi, dan berbagai infrastruktur lainya yang semuanya 
memihak kepada pemilik modal yang kuat dan perusahaan pertambangan pada 
hakikatnya  adalah pengejewantahan dari sistem kapitalis dunia. 
Beranjak dari hal tersebut penulis melakukan penulisan skripsi dengan 
judul Ideologi Pancasila dalam Implementasi Pemerintahan di Indonesia 
(Analisis Dampak Kebijakan Izin Usaha Pertambangan terhadap ekonomi 
kerakyatan di Kolaka Utara). Penulisan ini berusaha untuk memahami sistem 
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ekonomi Pancasila dan Dampak kebijakan izin usaha pertambangan terhadap 
ekonomi kerakyatan di Kolaka Utara  .  
 
 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan, maka penulisan ini  
mengambil rumusan masalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana implementasi sistem ekonomi Pancasila dalam kebijakan 
pertambangan dari aspek perundang-undangan di Kolaka Utara ?  
2. Bagaimana dampak izin usaha pertambangan terhadap ekonomi 
Kerakyatan di Kolaka Utara ?  
C. Tujuan Penelitian 
Mengacu pada rumusan masalah penelitian, maka tujuan penelitian ini 
adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui implementasi sistem ekonomi Pancasila dalam 
kebijakan pertambangan dari aspek perundang-undangan di Kolaka Utara. 
2. Untuk mengetahui dampak izin usaha pertambangan terhadap ekonomi 
kerakyatan di Kolaka Utara ? 
D. Manfaat penelitian 
1. Melalui penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan bagi 
Pemerintah Daerah, DPRD, dosen, guru, mahasiswa, pelajar,  dan 
seluruh masyarakat Indonesia serta lembaga yang terkait dengan 
penelitian tentang ideologi Pancasila dan dampak izin usaha 
pertambangan terhadap ekonomi kerakyatan di Kolaka Utara.  
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2. Tulisan ini diharapkan bisa memberikan analisa terkait dengan sistem 
ekonomi Pancasila dan dampak kebijakan izin usaha pertambangan 
terhadap ekonomi kerakyatan di Kolaka Utara dan bisa menjadi bahan 
bacaan bagi peneliti lain yang membahas objek yang sama dengan 
tulisan ini. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
2.1 Konsep Ideologi  
Ideologi berasal dari kata Yunani Idein, yang berarti melihat, atau 
Idea yang berarti rawut muka, perawakan, gagasan, buah pikiran, dan 
logia yang berarti ajaran. Dengan demikian Ideologi ajaran atau ilmu 
tentang gagasan dan buah pikiran (science des ideas). Di dalam 
ensiklopedia populer Politik Pembangunan Pancasila, ideologi merupakan 
cabang filsafat yang mendasari ilmu-ilmu seperti pedagogi, etika, dan 
politik. 
Konsep tentang Ideologi pertama kali muncul ditengah-tengah 
dampak revolusi Prancis. Konsep ini diciptakan pada tahun 1797 oleh 
Antoine destut de Tracy, salah seorang anggota kelompok filosof yang 
diberi tanggung jawab oleh konvensi revolusi  menjalankan Institut de 
France yang baru berdiri, khusus untuk menyebarkan gagasan 
Pencerahan. Dalam bukunya Elements d’Ideologie yang ditulis antara 
tahun 1801 dan 1815, de Traci mengusulkan sebuah ilmu pengetahuan 
baru tentang pikiran, yaitu idea-logy yang akan menjadi dasar bagi semua 
sains (Mc Leland: 2005). 
Ideologi dalam arti praktis ialah kesatuan gagasan-gagasan dasar 
yang disusun secara sistematis dan dianggap menyeluruh tentang 
manusia dan kehidupanya, baik yang individual maupun yang sosial. 
Penerapan Ideologi dalam kehidupan kenegaraan disebut “Politik”. Karena 
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itu sering terjadi bahwa ideologi dimanfaatkan untuk tujuan tertentu, 
misalnya merebut kekuasaan. 
Ideologi dalam kehidupan kenegaraan dapat diartiakan sebagai 
suatu konsensus mayoritas warga negara tentang nilai-nilai dasar yang 
ingin diwujudkan dengan mendirikan negara. Dalam hal ini sering disebut 
juga Philosofische Grondslag atau Weltanschauung yang merupakan 
pikiran–pikiran terdalam, hasrat terdalam warga negaranya, untuk 
diatasnya didirikan suatu negara.  
Para pakar, seperti Padmo Wahjono dalam Subandi (2012) 
Mengartikan ideologi sebagai suatu kesatuan yang bulat dan utuh dari ide-
ide dasar. Pakar hukum tata negara ini ideologi merupakan suatu 
kelanjutan atau konsekuensi dari pada pandangan hidup bangsa, falsafah 
hidup bangsa, dan akan berupa seperangkat tata nilai yang dicita-citakan 
akan direalisir didalam kehidupan berkelompok. Ideologi mengandung 
kegunaan untuk memberikan stabilitas arah dalam hidup berkelompok dan 
sekaligus memberikan dinamika gerak menuju tujuan masyarakat atau 
bangsa. 
Dalam perspektif yang berbeda Pakar ekonomi Mubyarto dalam 
Subandi (2012) mengartikan bahwa ideologi adalah sejumlah doktrin, 
kepercayaan dan simbol-simbol sekelompok masyarakat atau bangsa. 
Selain itu M. Sastrapratedja dalam Subandi (2012) mengartikan bahwa 
ideologi ialah seperangkat gagasan atau pemikiran yang berorientasi pada 
tindakan yang diorganisir suatu sistem  yang teratur. Dalam hubungan ini 
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fungsi penting ideologi antara lain adalah untuk membentuk identitas 
kelompok atau bangsa dan fungsi mempersatukanya. Ideologi mempunyai 
kecenderungan untuk memisahkan in group (kita)  dari out group 
(mereka). Bila dibandingkan dengan agama, yang berfungsi 
mempersatukan orang dari berbagai pandangan, bahkan dari berbagai 
ideologi, maka sebaliknya ideologi mempersatukan orang-orang dari 
berbagai agama. Maka dari itu ideologi juga berfungsi untuk mengatasi 
berbagai konflik atau ketegangan sosial menjadi solidarity making dengan 
mengangkat berbagai perbedaan kedalam tata nilai lebih tinggi. 
Dalam fungsi pemersatuan dilakukan dengan merelativir 
keseragaman, misalnya dengan semboyan “kesatuan dalam perbedaan 
dan perbedaan dalam kesatuan” dan pada kasus tertentu ideologi juga 
dapat menciptakan tata nilai lebih tinggi. 
Menurut Soediman Kartohadiprodjo dalam Subandi (2012), adanya 
semboyan tersebut telah menjadi salah satu ekspresi jiwa bangsa 
Indonesia yang turun temurun, yang asas-asasnya terdapat dalam hukum 
adat. 
Kemudian Soerjanto Poespwardojo dalam Subandi (2012) seorang 
pakar sosiologi-budaya, mengartikan ideologi adalah kompleks 
pengetahuan dan nilai, yang secara keseluruhan menjadi landasan bagi 
seseorang atau masyarakat untuk memahami jagatraya dan bumi seisinya  
serta menentukan sikap dasar untuk mengolahnya. 
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Dari perspektif yang berbeda Franz Magnis Suseno dalam Subandi 
(2012) mengartikan ideologi dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam 
arti luas, dan kurang tepat istilah ideologi dipergunakan untuk segala 
kelompok cita-cita, nilai dasar, dan keyakinan-keyakinan yang mau 
dijunjung tinggi sebagai pedoman normatif. Dalam arti ini keyakinan 
bahwa Negara dan kesetiakawanan akan disebut ideologi. Penggunaan 
kata “ideologi” oleh kebanyakan penulis dianggap tidak tepat, bahkan 
menyesatkan. Apalagi pada banyak orang kata ideologi langsung 
menimbulkan asosiasi negatif. Orang biasanya tidak rela cita-citanya 
disebut ideologi. Tetapi karena dalam bahasa Indonesia, dengan 
mengikuti cara bicara yang terutama ditemukan dalam negara-negara 
komunis (yang mengaku marxisme–leninisme sebagai “ideologi yang 
mereka banggakan), maka Franz Magnis Suseno menggunakan kata 
ideologi sebagai sesuatau yang positif, yaitu sebagai nilai-nilai dan cita-
cita yang luhur, yaitu dalam arti sebagai “ideologi terbuka”. Karena pada 
dasarnya ideologi terbagi atas dua berdasarkan sistem berfikirnya yaitu 
ideologi terbuka dan ideologi tertutup. 
2.2 Jenis-Jenis Ideologi 
 Berdasarkan sistem pemikiranya, Suseno dalam Subandi (2012) 
membagi dua jenis Ideologi yaitu ideologi tertutup dan ideologi terbuka 
atau disebut sebagai ideologi sistem pemikiran tertutup dan ideologi 
sistem pemikiran terbuka. Suatu ideologi tertutup  dapat dikenali dari 
beberapa ciri khas. Ideologi itu bukan cita-cita satu kelompok orang yang 
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mendasari suatu program untuk mengubah dan membaharui masyarakat. 
Dengan demikian adalah menjadi ciri ideologi tertutup bahwa  atas nama 
ideologi dibenarkan pengorbanan-pengorbanan yan dibebankan kepada 
masyarakat. Demi ideologi masyarakat harus berkorban, dan kesediaan 
untuk menilai kepercayaan ideologis para warga masyarakat serta 
kesedianya masing-masing sebagai warga masyarakat.  
Tanda pengenalan lain mengenai ideologi tertutup adalah bahwa 
isinya bukan hanya berupa nilai-nilai dan cita-cita tertentu, melainkan 
intinya terdiri dari tuntunan-tuntunan kongret dan operasional yang keras, 
yang diajukan dengan mutlak. Jadi ciri khas ideologi tertutup adalah 
bahwa betapapun besarnya perbedaan antara tuntutan berbagai ideologi 
yang memungkinkan hidup dalam masyarakat itu, akan selalu tuntutan 
mutlak bahwa orang harus taat kepada ideologi tersebut. Hal itu juga 
berarti orang harus taat kepada elite yang mengembannya, taat terhadap 
tuntunan ideologi dan tuntutan ketaatan itu mutlak dari nuraninya, 
tanggung jawabnya atas hak-hak asasinya. Kekuasaan selalu condong ke 
arah total, jadi besifat totaliter dan akan menyangkut segala segi 
kehidupan. 
Adapun ciri ideologi terbuka adalah bahwa nilai-nilai dan cita-
citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari harta 
kekayaan rohani, moral dan budaya masyarakat itu sendiri, jadi yang 
berlaku diideologi tetutup tidak berlaku diideologi terbuka. Pada dasarnya 
bukan keyakinan keyakinan ideologis sekelompok orang, melainkan hasil 
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musyawarah dan konsensus dari masyarakat tersebut. Ideologi terbuka 
tidak diciptakan oleh negara melainkan digali dan ditemukan dalam 
masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, ideologi terbuka adalah milik 
seluruh rakyat, dan masyarakat dalam menemukan “dirinya”   
“kepribadianya”didalam ideologi tersebut. 
Ideologi terbuka tidak hanya dapat dibenarkan, melainkan 
dibutuhkan. Kiranya dalam semua sistem politik yang tidak ideologis 
dalam artian merupakan ideologi tertutup, kita akan menemukan bahwa 
penyelenggaraan negara berdasarkan pandangan-pandangan dan nilai-
nilai dasar tertentu kadang-kadang dasar normatif itu tidak dirumuskan 
secara eksplisit. Akan tetapi dalam kebanyakan negara, undang-undang 
dasar (konstitusi) memuat bagian yang merumuskan dasar normatif itu. 
Dasar normatif itu dapat pula disebut dasar filsafat negara. Dan ini 
merupakan kesepakatan bersama  yang berlandaskan pada nilai-nilai 
dasar dan cita-cita masyarakat. Dengan demikian maka merupakan ciri 
ideologi terbuka yakni isinya tidak operasional. Ia baru menjadi 
operasional apabila sudah dijabarkan ke dalam perangkat yang berupa 
konstitusi atau perundangan peraturan lainya. Oleh karena itu setiap 
generasi baru dapat menggali kembali dasar filsafat negara itu untuk 
menentukan apa implikasinya bagi situasi atau zaman itu masing-masing. 
Oleh karena itu ideologi terbuka sebagaimana yang dikembangkan oleh 
bangsa Indonesia senantiasa terbuka untuk proses reformasi dalam 
bidang ke negaraan, karena ideologi terbuka berasal dari masyarakat 
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yang sifatnya dinamis. Selain itu sifat ideologi terbuka berasal dari 
masyarakat yang sifatnya dinamis. Selain itu sifat ideologi terbuka juga 
senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan aspirasi, 
pemikiran serta akselerasi dari masyarakat dalam mewujudkan cita-
citanya untuk hidup berbangsa dalam mencapai harkat dan martabat 
kemanusiaan (Subandi, 2012). 
Secara Sosiologis Karl Manheim (Mahendra, 1999) membagi dua 
jenis ideologi yaitu ideologi partikulir dan ideologi komprehensif. Pada 
awal berkembangnya wacana ideologi, Marx mengecam berbagai macam 
bentuk ideologi, bahkan ideologi menurut Marx merupakan gagasan-
gagasan kaum borjuis untuk mempertahankan status-quo. Anehnya 
jikalau Marx mengecam semua bentuk ideologi ternyata justru Marx pada 
pertengahan abad ke-19 menerbitkan bukunya yang berjudul The German 
Ideology. Dalam masalah inilah nampak bahwa Marx yang mula-mula 
menolak semua bentuk ideologi pada aghirnya justru mengokohkan 
pendirinya sebagai suatu ideologi untuk membela kelas-kelas sosial 
ekonomi tertentu dalam suatu masyarakat yang menjadi pendukungnya. 
Dari segi sosiologis pengetahuan mengenai ideologi dikembangkan 
oleh Karl Manheim yang beraliran Marx. Manheim membedakan dua 
macam kategori ideologi secara sosiologis, yaitu ideologi yang bersifat 
partikular dan ideologi yang bersifat komprehensif. Ideologi Partikulir 
diartikan sebagai suatu keyakinan-keyakinan yang tersusun secara 
sistematis dan terkait erat dengan kepentingan suatu kelas sosial tertentu 
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dalam masyarakat (Mahendra, 1999). Berdasarkan tipologi ideologi 
menurut Manheim inilah maka ideologi komunis yang membela kelas 
proletar dan ideologi liberalis  yang memperjuangkan hanya kebebasan 
individu saja termasuk tipe ideologi partikular. Kategori kedua diartikan 
sebagai suatu sistem pemikiran menyeluruh semua aspek kehidupan 
sosial. Ideologi dalam kategori kedua ini bercita-cita melakukan 
transformasi sosial secara besar-besaran menuju bentuk tertentu. Menurut 
Manheim ideologi kategori kedua ini tetap berada dalam batasan-batasan 
yang realistis dan berbeda dengan ideologi “utopia” yang hanya berisi 
gagasan-gagasan besar namun hampir tidak mungkin dapat 
ditransformasikan dalam kehidupan praksis. 
Berdasarkan konstalasi Manheim sebagaimana dikutip oleh Yusril 
Ihsa Mahendra, maka ideologi Pancasila memiliki ciri menyeluruh, yaitu 
tidak berpihak kepada pada golongan tertentu bahkan ideologi Pancasila 
yang dikembangkan dari nilai-nilai yang ada pada realitas bangsa 
Indonesia mampu mengakomodasikan berbagai idealisme yang 
berkembang dalam masyarakat yang sifatnya majemuk tersebut ( Kaelan: 
2010).  
2.3 Makna Ideologi bagi Bangsa dan Negara 
Manusia dalam mewujudkan tujuannya untuk meningkatkan harkat 
dan martabatnya, dalam kenyataannya senantiasa membutuhkan orang 
lain. Oleh karena itu manusia membutuhkan suatu lembaga bersama 
untuk melindungi haknva, dan dalam pengertian inilah manusia 
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membentuk suatu negara. Negara sebagai lembaga kemasyarakatan. 
sebagai organisasi hidup manusia senantiasa memiliki cita-cita harapan. 
ide-ide serta pemikirara-pemikiran yang secara bersama merupakan suatu 
orientasi yang bersifat dasar bagi semua tindakan dalam hidup 
kenegaraan. 
Kompleks pengetahuan yang berupa ide-ide, pemikiran-pemikiran. 
gagasan-gagasan, harapan serta cita-cita tersebut merupakan suatu nilai 
yang dianggap benar dan memiliki derajat yang tertinggi dalam negara. 
Hal ini merupakan suatu landasan bagi seluruh warga negara untuk 
memahami alam serta menentukan sikap dasar untuk bertindak dalam 
hidupnva. Pada hakikatnya ideologi adalah merupakan hasil refleksi 
manusia berkat kemampuannya mengadakan distansi terhadap dunia 
kehidupannya. Maka terdapat suatu yang bersifat dialektis antara ideologi 
dengan masyarakat negara. Disatu pihak membuat ideologi semakin 
realistis dan di pihak lain mendorong masyarakat makin mendekati bentuk 
yang ideal. Ideologi mencerminkan cara berpikir masyarakat, bangsa 
maupun negara, namun juga membentuk masyarakat menuju cita-citanya 
(Poespowardojo, 1991). 
Dengan demikian ideologi sangat menentukan eksistensi suatu 
bangsa dan negara. Ideologi membimbing bangsa dan negara untuk 
mencapai tujuannya melalui berbagai realisasi pembangunan. Hal ini 
disebabkan dalam ideologi terkandurig suatu orientasi praksis. 
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Selain sebagai sumber motivasi ideologi juga merupakan sumber 
semangat dalam berbagai kehidupan negara. Ideologi akan menjadi 
realistis manakala terjadi orientasi yang bersifat dinamis antara 
masyarakat bangsa dengan ideologi, karena dengan demikian ideologi 
akan bersifat terbuka dan antisipatif bahkan bersifat reformatif dalam arti 
senantiasa mampu mengadaptasi perubahan-perubahan sesuai dengan 
aspirasi bangsanya. Namun jika kalau perlakuan terhadap ideologi 
diletakkan sebagai nilai yang sakral bahkan diletakkan sebagai alat 
legitimasi kekuasaan maka dapat dipastikan ideologi akan menjadi 
tertutup, kaku, beku, dogmatis dan menguasai kehidupan bangsanya. 
Oleh karena itu agar benar-benar ideologi mampu menampung aspirasi 
para pendukungnya untuk mencapai tujuan dalam ber- masyarakat 
berbangsa dan bemegara maka ideologi tersebut haruslah bersifat 
dinamis, terbuka, antisipatif yang senantiasa mampu mengadaptasikan 
dirinya dengan perkembangan zaman. Inilah peranan penting ideologi 
bagi bangsa dan negara agar bangsa dapat mempertahankan 
eksistensinya.(Kaelan, 2010). 
2.4  Tinjauan Pancasila dan Ideologi Pancasila 
2.4.1 Pengertian Pancasila  
Untuk memahamai Pancasila secara kronologis baik menyangkut 
rumusanya maupun peristilahanya maka pengertian Pancasila tersebut 
meliputi lingkup pengertian secara etimologis, historis dan terminologis. 
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Memahami tiga ruang lingkup tersebut berarti memahami Pancasila 
secara menyeluruh .  
Secara etimologis istilah Pancasila berasal dari sangsekerta 
perkataan Pancasila memiliki dua macam arti secara leksikal yaitu : 
panca artinya lima 
syila vokal i pendek artinya batu sendi, alas, atau dasar 
syila vokal i panjang artinya peraturan tingkah laku yang baik yang 
penting atau yang senonoh 
Kata-kata tersebut kemudian dalam bahasa Indonesia terutama 
bahasa jawa diartikan “susila” yang memiliki hubungan dengan moralitas. 
Oleh karena itu secara etimologis kata “Pancasila” yang dimaksudkan 
adalah istilah “Panca Syila” dengan vokal i pendek yang memiliki makna 
leksikal “berbatu sendi lima” atau secara harfiah “dasar yang memiliki lima 
unsur”. Adapun istilah Panca syila dengan huruf Dewanagari 5 aturan 
tingkah laku yang penting. 
Perkataan Pancasila mula-mula terdapat dalam kepustakaan 
Budha di India. Ajaran Budha bersumber pada kitab suci Tri Pitaka, yang 
terdiri atas tiga buku besar yaitu Suthha Pitaka, Abhidama Pitaka dan 
Vinaya Pitaka. Dalam ajaran Budha terdapat ajaran moral untuk mencapai 
Nirwana dengan melalui Semedhi, dan setiap orang berbeda kewajiban 
moralnya  dan semedhi dilakukan dalam tiga tingkatan yaitu dasasyiila, 
sapatasyila, pancasyila. Kata Pancasila mula-mula muncul dalam ajaran 
Budha dalam tingkatan semedhi yang ketiga. 
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Ajaran Pancasyiila menurut Budha adalah merupakan lima aturan 
(larangan) atau five moral principles, yang harus ditaati dan dilaksanakan 
oleh para penganut biasa atau awam. Pancasyiila yang berisi lima 
larangan atau pantangan itu menurut isi lengkapnya adalah sebagai 
berikut :  
Panatipada veramani sikhapadam samadiyani artinya “jangan 
mencabut nyawa makhluk hidup” atau di larang membunuh . 
 
Dinna dana veramani shikapadam samadiyani artinya “janganlah  
mengambil barang yang tidak diberikan”, maksudnya dilarang 
mencuri. 
 
Kameshu micchacara veramani shikapadam samadiyani artinya 
jangan berhubungan kelamin, yang maksudnya dilarang berzina. 
 
Musawada veramani sikapadam samadiyani, artinya janganlah 
berkata palsu atau dilarang berdusta . 
 
Sura meraya masjja pamada tikana veramani, artinya janganlah 
meminum minuman keras. (Zainal, 2000)         
 
Dengan masuknya kebudayaan India ke Indonesia melalui 
penyebaran agama Hindia dan budha, maka ajaran “Pancasila” Budhisme 
pun masuk kedalam kepustakaan jawa, terutama pada zaman majapahit. 
Perkataan “Pancasila” dalam khasanah kesusatraan nenek moyang kita di 
zaman keemasan keprabuan Majapahit dibawah raja Hayam wuruk dan 
maha patih Gadjah mada, dapat ditemukan dalam keropak Negara 
kertagama, yang berupa kakawin (syair pujian) dalam pujangga  istana 
bernama Empu Prapanca yang selesai ditulis pada tahun 1365, dimana 
dapat kita temui dalam arga 53 bait ke 2 yang berbunyi sebagai berikut :  
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“Yatnaggewani pancasyiila kertasangskarbhisekaka krama” yang 
artinya  Raja menjalankan dengan setiakelima pantangan 
(Pancasila), begitu pula upacara-upacara ibadat dan penobatan-
penobatan. 
 
Begitulah perkataan Pancasila dari bahasa Sangsekerta menjadi 
bahasa jawa kuno yang artinya tetap sama yang terdapat dalam zaman 
Majapahit. Demikian juga pada zaman Majapahit  tersebut hidup 
berdampingan secara damai kepercayaan tradisi agama Hindu Syiwa dan 
agama Budha Mahayana dan campuran Tantrayana. Dalam kehidupan 
tersebut setiap pemeluk agama beserta aliranya terdapat penghulunya 
(kepala urusan agama). Kepala penghulu Budha disebut “Dharmadyaksa 
ring kasyaiwan”. 
Setelah Majapahit runtuh dan agama islam mulai tersebar ke 
seluruh Indonesia maka sisa-sisa pengaruh ajaran moral Budha 
(Pancasila) masih juga dikenal didalam masyarakat jawa, yang disebut 
dengan “lima larangan” atau “lima  pantangan” moralitas yaitu mateni 
artinya membunuh, maling artinya mencuri, madon artinya berzina, mabok 
artinya meminum minuman keras atau menghisap candu, main artinya 
berjudi. 
Semua  huruf dari ajaran moral tersebut di awali dengan huruf “M” 
atau dalam bahasa jawa di sebut “Ma”. Oleh karana itu 5 prinsip moral 
tersebut “Ma lima” atau  “M 5” yaitu 5 larangan. 
Secara Historis pengertian Pancasila diawali dalam proses 
perumusan dalam sidang BPUPKI pertama dr.Radjiman Widyoningrat, 
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mengajukan suatu masalah , khususnya akan dibahasa pada sidang 
tersebut. Masalah tersebut adalah tentang suatu calon rumusan dasar 
Negara Indonesia yang akan dibentuk. Kemudian tampilah pada sidang 
tersebut tiga orang pembicara yaitu muhammad Yamin, Soepomo dan 
Soekarno. 
Pada tanggal 1 Juni 1945 di dalam sidang tersebut Ir. Soekarno 
berpidato secara lisan (tanpa teks) mengenai calon rumusan dasar 
Negara Indonesia. Kemudian untuk memberi nama istilah dasar Negara 
tersebut Ir. Soekarno memberi nama “Pancasila” yang artinya 5 dasar,  hal 
ini menurut Soekarno atas saran dari salah seorang temanya yaitu 
seorang ahli bahasa yang tidak disebutkan namanya. 
Pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia memproklamirkan 
kemerdekaanya, kemudian keesokan harinya pada tanggal 18 Agustus 
1945 disahkanlah Undang-Undang  Dasar 1945 termasuk pembukaan 
UUD 1945 dimana didalamnya  termuat isi rumusan lima prinsip atau lima 
prinsip sebagai suatu dasar  Negara yang diberi nama Pancasila. 
Sejak saat itulah perkataan Pancasila telah menjadi Bahasa 
Indonesia dan merupakan istilah umum. Walaupun dalam alinea IV 
Pembukaan UUD 1945 tidak termuat istilah “Pancasila”, namun yang di 
maksud Dasar Negara Republik Indonesia adalah disebut dengan 
istilahnya maupun proses perumusanya, sampai menjadi dasar Negara 
yang sah sebagaimana terdapat dalam Pembukaan UUD 1945.  
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Secara terminologi historis proses perumusan Pancasila dimulai 
pada tanggal 29 Mei 1945 tersebut BPUPKI mengadakan sidangnya yang 
pertama. Pada kesempatan ini Mr. Muhammad Yamin mendapat 
kesempatan yang pertama untuk mengemukakan pemikiranya tentang 
dasar Negara dihadapan sidang lengkap penyelidik. Pidato Mr. Muh 
Yamin berisikan lima asas dasar Negara Indonesia Merdeka yang diidam-
idamkan sebagai berikut  : 
1. Perikebangsaan 
2. Perikemanusiaan  
3. Periketuhanan 
4. Perikerakyatan 
5. Kesejahteraan rakyat 
Setelah berpidato beliau juga menyampaikan usul tertulis mengenai 
rancangan UUD Republik Indonesia. Di dalam pembukaan dari rancangan 
UUD tersebut tercantum rumusan lima asas dasar Negara yang 
rumusanya adalah sebagai berikut: 
1. Ketuhanan yang maha esa 
2. Kebangsaan persatuan Indonesia 
3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab 
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 
permusyawaratan perwakilan 
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia  
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Perlu di ketahui bahwa dalam kenyataanya terdapat rumusan yang 
berbeda diantara rumusan dalam misi pidatonya dengan usulannya 
secara tertulis, maka bukti sejarah tersebut harus dimakluminya. 
Kemudian pada tanggal 1 Juni 1945 tersebut Soekarno 
mengucapkan pidatonya di hadapan sidang Badan Penyelidik. Dalam 
pidato tersebut diajukan oleh Soekarno  secara lisan usulan lima asas 
sebagai dasar Negara Indonesia yang akan dibentuknya, yang rumusanya 
adalah sebagai berikut : 
1. Nasionalisme atau kebangsaan Indonesia 
2. Internasionalisme atau perikemanusiaan 
3. Mufakat atau demokrasi 
4. Kesejahteraan sosial 
5. Ketuhanan yang berkebudayaan 
Untuk usulan tentang rumusan dasar Negara tersebut beliau 
mengajukan usul agar dasar Negara tersebut diberi nama “Pancasila”, 
yang dikatakan oleh beliau istilah itu atas saran dari salah seorang ahli 
bahasa, namun sayangnya tidak disebutkan nama seorang ahli bahasa 
tersebut. Usul mengenai nama “Pancasila” bagi dasar Negara tersebut 
secara bulat diterima oleh sidang BPUPKI. 
Selanjutnya beliau mengusulkan bahwa kelima sila tersebut dapat 
diperas menjadi “Tri sila” yang rumusanya sebagai berikut : 
1. Sosio Nasional yaitu “Nasionalisme dan Internasionalisme” 
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2. Sosio Demokrasi yaitu “Demokrasi dengan Kesejahteraan 
rakyat” 
3. Ketuhanan yang maha esa 
Adapun Tri sila tersebut masih diperas lagi menjadi Eka sila atau 
satu sila yang intinya adalah gotong royong. 
Pada tahun 1947 pidato Ir Soekarno tersebut diterbitkan dan 
dipublikasikan dan diberi judul “Lahirnya Pancasila”, sehingga dahulu 
pernah populer bahwa tanggal 1 Juni adalah hari lahirnya Pancasila.  
Sementara pada tanggal 22 Juni 1945 sembilan tokoh nasional 
yang juga toko Dokoritu Zyunbi Tioosakay mengadakan pertemuan untuk 
membahas pidato serta usul-usul mengenai dasar Negara yang telah 
dikemukakan dalam Sidang Badan Penyelidik. Sembilan tokoh tersebut 
dikenal dengan “Panitia Sembilan” yang setelah mengadakan sidang 
berhasil menyusun sebuah naskah piagam yang dikenal “Piagam Jakarta” 
yang didalamnya memuat Pancasila, sebagai buah hasil pertama kali di 
sepakati oleh sidang. 
Adapun rumusan Pancasila sebagaimana termuat dalam piagam 
jakarta adalah sebagai berikut : 
1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi 
pemeluk-pemeluknya 
2. Kemanusian yang adil dan beradab 
3. Persatuan Indonesia 
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4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 
permusyawaratan perwakilan 
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Idonesia 
Secara terminologi Pancasila dimaknai dalam Proklamasi 
Kemerdekaan tanggal 17 agustus 1945 itu yang telah melahirkan Negara 
Republik Indonesia. Untuk melengkapi alat-alat perlengkapan Negara 
sebagaimana lazimnya negara-negara yang merdeka. Maka Panitia 
Persipan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) segera mengadakan sidang. 
Dalam sidangnya tanggal 18 agustus 1945 telah berhasil mengesahkan 
UUD Negara Republik Indonesia  yang dikenal dengan UUD 1945. 
Adapun UUD 1945 tersebut terdiri atas dua bagian yaitu Pembukaan UUD 
1945 dan pasal-pasal UUD 1945 yang berisi 37 pasal,  1 aturan peralihan 
yang terdiri atas 4 pasal, dan 1 aturan tambahan terdiri atas dua ayat. 
Dalam bagian pembukaan UUD 1945 yang terdiri atas empat alinea 
tersebut tercantum rumusan Pancasila  sebagai berikut : 
1. Ketuhanan Yang Maha Esa 
2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab  
3. Persatuan Indonesia 
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam 
permusyawaratan/perwakilan 
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia 
Rumusan Pancasila sebagaimana tercantum dalam Pembukaan 
UUD 1945 inilah yang secara konstitional sah dan benar sebagai dasar 
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Negara Republik Indonesia, yang disahkan oleh PPKI yang mewakili 
seluruh rakyat Indonesia. Namun dalam sejarah ketataNegaraan 
Indonesia dalam upaya bangsa Indonesia mempertahankan Proklamasi 
dan eksistensi Negara dan bangsa Indonesia maka terdapat pula 
rumusan-rumusan Pancasila sebagai berikut : 
a. Dalam Konstitus RIS (Republik Indonesia Serikat) 
Dalam Konstitus RIS yang berlaku tanggal 29 Desember 1949 
sampai dengan 17 Agustus 1950, tercantum rumusan Pancasila sebagai 
berikut : 
1. Ketuhanan Yang Maha Esa  
2. Peri Kemanusiaan  
3. Kebangsaan  
4. Kerakyatan  
5. Keadilan Sosial 
b. Dalam UUDS (Undang-Undang Dasar Sementara 1950) 
Dalam UUDS 1950 yang berlaku tanggal 17 agustus 1950 sampai 
dengan tanggal 5 juli 1959, terdapat pula rumusan Pancasila seperti 
rumusan yang tercantum dalam Konstitus RIS sebagai berikut : 
1. Ketuhanan Yang Maha Esa  
2. Peri Kemanusiaan  
3. Kebangsaan  
4. Kerakyatan  
5. Keadilan sosial 
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c. Rumusan Pancasila dikalangan Masyarakat 
Selain itu terdapat juga rumusan Pancasila dasar Negara yang 
beredar di kalangan masyarakat luas, bahkan rumusanya sangat 
beranekaragam antara lain terdapat rumusan sebagai berikut : 
1. Ketuhanan yang maha esa 
2. Peri kemanusiaan  
3. Kebangsaan 
4. Kedaulatan rakyat 
5. Keadilan sosial 
Dari bermacam-macam rumusan Pancasila tersebut di atas yang 
sah dan benar secara konstitional adalah rumusan Pancasila 
sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Hal ini diperkuat 
dengan ketetapan NO.XX/MPRS/1966, dan Inpres No. 12 tanggal 13 april 
1968 yang menegaskan bahwa, pengucapan, penulisan, dan rumusan  
Pancasila Dasar Negara Republik Indonesia yang sah dan benar adalah 
sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.(Kaelan : 2010) 
2.4.2  Pengertian Ideologi Pancasila 
Pancasila sebagai suatu ideologi tidak bersifat kaku dan tertutup, 
namun bersifat terbuka. Hal ini dimaksudkan bahwa ideologi Pancasila 
adalah bersifat aktual, dinamis, antsipatif dan senantiasa mampu 
menyesuaikan dengan perkembangan jaman. Keterbukaan ideologi 
Pancasila bukan berarti mengubah nilai-nilai dasar Pancasila namun 
mengeksplisitkan wawasannya secara kongkrit, sehingga memiliki 
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kemampuan yang lebih tajam untuk memecahkan masalah-masalah baru 
dan aktual. 
Pancasila sebagai ideologi terbuka terdapat cita-cita dan nilai-nilai 
yang mendasar yang bersifat tetap dan tidak berubah, dan tidak langsung 
bersifat operasional, oleh karena itu setiap kali harus dieksplisitkan. 
Eksplisitasi dilakukan dengan menghadapkannya pandangan hidup 
berbagai masalah yang selalu silih berganti melalui refleksi yang rasional 
terungkap makna operasionalnya. Dengan demikian penjabaran ideologi 
dilaksanakan dengan interpretstasi yang kritis dan rasional 
(Poespowardoo, 1991; 59). Sebagai suatu contoh keterbukaan (pers 
Pancasila, dalam kaitannya dengan pendidikan, ekonomi, ilmu 
pengetahuan, hukum, kebudayaan dan bidang-bidang lainnya). Sebagai 
suatu ideologi yang bersifat terbuka maka Pancasila memiliki tiga dimensi 
yaitu dimensi idealistis,  dimensi normatif, dan dimensi realisitis. 
Dimensi idealistis, yaitu nilai-nilai dasar yang terkandung dalam 
Pancasila yang bersifat sistematis dan rasional yaitu hakikat nilai nilai 
yang terkandung dalam lima sila Pancasila: ketuhanan, kemanusiaan, 
persatuan, kerakyatan dan keadilan, maka dimensi idealistis Pancasila 
bersumber pada nilai-nilai filosofis yaitu filsafat Pancasila. Oleh karena itu 
dalam setiap ideologi bersumber pandangan hidup nilai-nilai filosofis 
(Pespowardoyo, 1991: 50). Kadar dan kualitas idealisme yang terkandung 
dalam ideologi Pancasila mampu memberikan harapan, optimisme serta 
mampu menggugah motivasi yang dicita-citakan (Wibisono, 1989). 
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Dimensi normatif, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila 
perlu dijabarkan dalam suatu sistem norma, sebagaimana terkandung 
dalam Pembukaan UUD 1945 yang memiliki kedudukan tertinggi dalam 
tertib hukum Indonesia. Dalam pengertian ini maka Pembukaan yang di 
dalamnya memuat Pancasila dalam alinea IV, berkedudukan sebagai 
‘staatsfundamentalnorm’ (pokok kaidah negara yang fundamental), agar 
mampu dijabarkan ke dalam langkah operasional perlu memiliki norma 
yang jelas (Poepowardoyo, 1991). 
Dimensi realistis, suatu ideologi harus mampu mencerminkan 
realitas yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu 
Pancasila selain memiliki dimensi nilai-nilai ideal normatif, maka Pancasila 
harus dijabarkan dalam kehidupan nyata sehari-hari baik dalam kaitannya 
bermasyarakat maupun dalam segala aspek penyelenggaraan negara. 
Dengan demikian Pancasila sebagai ideologi terbuka tidak bersifat 
“utopis” yang hanya berisi ide-ide yang mengawang, namun bersifat 
ralistis artinya mampu dijabarkan dalam kehidupan yang nyata dalam 
berbagai bidang. 
Berdasarkan hakikat ideologi Pancasila yang bersifat terbuka yang 
memiliki tiga dimensi tersebut maka ideologi Pancasila tidak bersifat 
“utopis” yang hanya merupakan sistem ide-ide belaka yang jauh dari 
kenyataan hidup sehari-hari. Selain itu ideologi Pancasila bukan 
merupakan doktrin belaka, karena doktrin hanya memiliki pada ideologi 
yang hanya bersifat normatif dan tertutup, demikian pula ideologi 
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Pancasila bukanlah merupakan ideologi pragmatis yang hanya 
menekankan segi praktis dan ralistis belaka tanpa idealisme yang 
rasional. Maka ideologi Pancasila yang bersifat terbuka pada hakikatnya, 
nilai-nilai dasar (hakikat) sila-sila Pancasila yang bersifat tetap adapun 
penjabaran dan realisasinya senantiasa dieksplisitkan secara dinamis, 
terbuka dan senantiasa mengikuti perkembangan jaman. 
Keterbukaan ideologi Pancasila juga menyangkut keterbukaan 
dalam menerima budaya asing. Manusia pada hakikatnya selain sebagai 
makhluk individu juga sebagai makhluk sosial. Oleh karena itu sebagai 
makhluk sosial senantiasa hidup bersama sehingga terjadilah akulturasi 
budaya. Oleh karena itu Pancasila sebagai ideologi terbuka senantiasa 
terbuka terhadap pengaruh budaya asing, namun nilai-nilai esensial 
Pancasila bersifat tetap. Dengan perkataan lain Pancasila menerima 
pengaruh budaya asing dengan ketentuan hakikat atau substansi 
Pancasila yaitu: Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan serta 
keadilan bersifat tetap. Secara strategis keterbukaan Pancasila dalam 
menerima budaya asing dengan jalan menolak nilai-nilai yang 
bertentangan dengan Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan 
serta keadilan serta menerima nilai-nilai budaya yang tidak bertentangan 
dengan nilai-nilai dasar Pancasila tersebut. Demikianlah maka bangsa 
Indonesia yang berideologi Pancasila sebagai bangsa yang berbudaya 
tidak menutup diri dalam pergaulan budaya antar bangsa di dunia. Hal ini 
bukan saja merupakan kebijaksanaan cultural namun secara filosofis nilai-
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nilai budaya yang ada pada bangsa Indonesia sebagai kausa materialis 
Pancasila yang memiliki sifat terbuka. Misalnya masuknya budaya India, 
Islam, Barat dan sebagainya. 
2.5 Kedudukan dan Fungsi Pancasila di Indonesia 
Terdapat berbagai macam pengertian kedudukan dan fungsi 
Pancasila yang masing-masing harus dipahami sesuai dengan 
konteksnya, dalam pengertian proses terbentuknya Pancasila secara 
objektif. Misalnya Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia, 
sebagai Dasar Filsafat Negara Republik Indonesia, sebagai Ideologi 
Bangsa dan Negara Indonesia dan masih banyak kedudukan dan fungsi 
Pancasila lainnya. Seluruh kedudukan dan fungsi Pancasila itu bukanlah 
berdiri secara sendiri-sendiri namun bilamana kita kelompokkan maka 
akan kembali pada dua kedudukan dan fungsi Pancasila yaitu sebagai 
Dasar Filsafat Negara dan sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia. 
Sebelum Pancasila dirumuskan dan disahkan sebagai Dasar 
Filsafat Negara nilai-nilainya telah ada pada Bangsa Indonesia yang 
merupakan pandangan hidup yaitu berupa nilai-nilai adat-istiadat dan 
kebudayaan, serta sebagai kausa materialis Pancasila. Dalam pengertian 
inilah Tnaka antara Pancasila dengan bangsa Indonesia tidak dapat 
dipisahkan sehingga Pancasila sebagai Jatidiri Bangsa Indonesia. Setelah 
bangsa Indonesia mendirikan negara, maka oleh pembentuk Negara 
Pancasila disahkan menjadi dasar Negara Republlik Indonesia. Sebagai 
suatu bangsa dan negara Indonesia memiliki cita-cita yang dianggap 
32 
 
paling sesuai dan benar sehingga segala cita-cita, gagasan-gagasan, ide-
ide tertuang dalam Pancasila maka dalam pengertian inilah Pancasila 
berkedudukan sebagai ideologi Bangsa dan Negara Indonesia dan 
sekaligus sebagai Asas persatuan dan kesatuan bangsa dan negara 
Indonesia. Dengan demikian Pancasila sebagai dasar filsafat negara, 
secara objektif diangkat dari pandangan hidup yang sekaligus juga 
sebagai fiisafat hidup bangsa Indonesia yang telah ada dalam sejarah 
bangsa sendiri. Berikut kedudukan dan fungsi Pancasila : 
2.5.1 Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa 
 Pancasila sebagai objek pembahasan ilmiah memiliki ruang 
lingkup yang sangat luas terutama berkaitan dengan kedudukan dan 
fungsi Pancasila. Setiap kedudukan dan fungsi Pancasila pada 
hakikatnya memiliki makna serta dimensi masing-masing yang 
konsekuensinya aktualisasinyapun juga memiliki aspek yang berbeda-
beda, walaupun hakikat dan sumbernya sama. Pancasila sebagai dasar 
negara memiliki pengertian yang berbeda dengan fungsi Pancasila 
sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, demikian pula berkaitan 
dengan kedudukan dan fungsi Pancasila yang lainnya. 
Dari berbagai macam kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai titik 
sentral pembahasan adalah kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai 
dasar Negara Republik Indonesia, hal ini sesuai dengan kausa finalis 
Pancasila yang dirumuskan oleh pembentuk negara pada hakikatnya 
adalah sebagai dasar negara Republik Indonesia. Namun hendaklah 
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dipahami bahwa asal mula Pancasila sebagai dasar negara Republik 
Indonesia, adalah digali dari unsur- unsur yang berupa nilai-nilai yang 
terdapat pada bangsa Indonesia sendiri yang berupa pandangan hidup 
bangsa Indonesia. Oleh karena itu dari berbagai macam kedudukan dan 
fungsi Pancasila sebenarnya dapat dikembalikan pada dua macam 
kedudukan dan fungsi Pancasila yang pokok yaitu sebagai Dasar Negara 
Republik Indonesia dan sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia. 
Namun yang terpenting bagi kajian ilmiah adalah bagaimana 
hubungan secara kausalitas di antara kedudukan dan 40 fungsi Pancasila 
yang bermacam-macam tersebut. Oleh karena itu kedudukan dan fungsi 
Pancasila dapat dipahami melalui uraian berikut. Manusia sebagai 
makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, dalam perjuangan untuk 
mencapai kehidupan yang lebih sempurna, senantiasa memerlukan nilai-
nilai luhur yang dijunjungnya sebagai suatu pandangan hidup. Nilai-nilai 
luhur adalah merupakan suatu tolok ukur kebaikan yang berkenaan 
dengan hal-hal yang bersifat mendasar dan abadi dalam hidup manusia, 
seperti cita-cita yang hendak dicapainya dalam hidup manusia. 
Pandangan hidup yang terdiri atas kesatuan rangkaian nilai-nilai 
luhur tersebut adalah suatu wawasan yang menyeluruh terhadap 
kehidupan itu sendiri. Pandangan hidup berfungsi sebagai kerangka 
acuan baik untuk menata kehidupan diri pribadi maupun dalam interaksi 
antar manusia dalam masyarakat serta alam sekitarnya. 
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Sebagai makhluk individu dan makhluk sosial manusia tidaklah 
mungkin memenuhi segala kebutuhannya sendiri, oleh karena itu untuk 
mengembangkan potensi kemanusiaannya, ia senantiasa memerlukan 
orang lain. Dalam pengertian inilah maka manusia senantiasa hidup 
sebagai bagian dari lingkungan sosial yang lebih luas, secara berturut-
turut lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan bangsa 
dan lingkungan negara yang merupakan lembaga-lembaga masyarakat 
utama yang diharapkan dapat menyalurkan dan mewujudkan pandangan 
hidupnya. Dengan demikian dalam kehidupan bersama dalam suatu ne-
gara membutuhkan suatu tekad kebersamaan, cita-cita yang ingin 
dicapainya yang bersumber pada pandangan hidupnya tersebut. 
Dalam pengertian inilah maka proses perumusan pandangan hidup 
masyarakat dituangkan dan dilembagakan menjadi pandangan hidup 
bangsa dan selanjutnya pandangan hidup bangsa dituangkan dan 
dilembagakan menjadi pandangan hidup negara. Pandangan hidup 
bangsa dapat disebut sebagai ideologi bangsa (nasional), dan pandangan 
hidup negara dapat disebut sebagai ideologi negara. 
Dalam proses penjabaran dalam kehidupan modern antara 
pandangan hidup masyarakat dengan pandangan hidup bangsa memiliki 
hubungan yang bersifat timbal balik. Pandangan hidup bangsa 
diproyeksikan kembali kepada pandangan hidup masyarakat serta 
tercermin dalam sikap hidup pribadi warganya. Dengan demikian dalam 
negara Pancasila pandangan hidup masyarakat tercermin dalam 
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kehidupan negara yaitu Pemerintah terikat oleh kewajiban konstitusional, 
yaitu kewajiban Pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk 
memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh 
cita-cita moral rakyat yang luhur (Darmodihardjo dalam kaelan, 2013). 
Transformasi pandangan hidup masyarakat menjadi pandangan 
hidup bangsa dan akhirnya menjadi dasar negara juga terjadi pada 
pandangan hidup Pancasila. Pancasila sebelum dirumuskan menjadi 
dasar negara serta ideologi negara, nilai-nilainya telah terdapat pada 
bangsa Indonesia dalam adat-istiadat, dalam budaya serta dalam agama-
agama sebagai pandangan hidup masyarakat Indonesia. Pandangan 
yang ada pada masyarakat Indonesia tersebut kemudian menjelma 
menjadi pandangan hidup bangsa yang telah terintis sejak zaman 
Sriwijaya, Majapahit kemudian Sumpah Pemuda 1928, Kemudian 
diangkat dan dirumuskan oleh para pendiri negara dalam sidang-sidang 
BPUPKI, Panitia “Sembilan”, serta sidang PPKI kemudian ditentukan dan 
disepakati sebagai dasar Negara Republik Indonesia, dan dalam 
pengertian inilah maka Pancasila sebagai Pandangan hidup Negara dan 
sekaligus sebagai ideologi Negara Bangsa Indonesia dalam hidup 
bemegara telah memiliki suatu pandangan hidup bersama yang 
bersumber pada akar budayanya dan nilai-nilai religiusnya. Dengan 
pandangan hidup yang mantap maka bangsa Indonesia akan mengetahui 
ke arah mana tujuan yang ingin dicapainya. Dengan suatu pandangan 
hidup yang diyakininya bangsa Indonesia akan mampu memandang dan 
36 
 
memecahkan segala persoalan yang dihadapinya secara tepat sehingga 
tidak terombang-ambing dalam menghadapi persoalan tersebut dengan 
suatu pandangan hidup yang jelas maka bangsa Indonesia akan memiliki 
pegangan dan pedoman bagaimana mengenal dan memecahkan 
berbagai masalah politik, social, budaya, ekonomi, hukum, hankam dan 
persoalan lainnya dalam gerak masyarakat yang semakin maju. 
Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa tersebut terkandung di 
dalamnya konsepsi dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan, 
terkandung dasar pikiran terdalam dan gagasan mengenai wujud 
kehidupan yang dianggap baik. Oleh karena Pancasila sebagai 
pandangan hidup bangsa merupakan suatu kristalisasi dari nilai-nilai yang 
hidup dalam masyarakat Indonesia, maka pandangan hidup tersebut 
dijunjung tinggi oleh warganya karena pandangan hidup Pancasila 
berakar pada budaya dan pandangan hidup masyarakat. Dengan 
demikian pandangan hidup Pancasila bagi bangsa Indonesia yang 
Bhinneka Tunggal Ika tersebut harus merupakan asas pemersatu bangsa 
sehingga tidak boleh mematikan keanekaragaman. 
Sebagai inti sari dari nilai budaya masyarakat Indonesia, maka 
Pancasila merupakan cita-cita moral bangsa yang memberikan pedoman 
dan kekuatan rohaniah bagi bangsa untuk berperilaku luhur dalam 
kehidupan sehari dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 
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2.5.2 Pancasila sebagai Filsafat Bangsa dan Negara Indonesia 
Negara modern yang melakukan pembaharuan dalam 
menegakkan demokrasi niscaya mengembangkan prinsip 
konstitusionalisme. Menurut Friederich, negara modern yang melakukan 
proses pembaharuan demokrasi, prinsip konstitusionalisme adalah yang 
sangat efektif, terutama dalam rangka mengatur dan membatasi 
pemerintahan negara melalui undang-undang. Basis pokok adalah 
kesepakatan umum atau persetujuan (consensus) di antara mayoritas 
rakyat, mengenai bangunan yang diidealkan berkenaan dengan negara 
(Assiddiqie, 2005). Organisasi negara itu diperlukan oleh warga 
masyarakat politik agar kepentingan mereka bersama dapat dilindungi 
atau dipromosikan melalui pembentukan dan penggunaan mekanisme 
yang disebut negara. Dalam hubungan ini sekali lagi kata kuncinya adalah 
consensus atau general agreement. 
 Menurut Kaelan (2013) bangsa Indonesia mengalami consensus 
setelah disepakatinya Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Jika kesepakatan itu 
runtuh, maka runtuh pula legitimasi kekuasaan negara yang 
bersangkutan, dan pada gilirannya akan terjadi suatu perang sipil (civil 
war), atau dapat juga suatu revolusi. Hal ini misalnya pernah terjadi pada 
tiga peristiwa besar dalam sejarah umat manusia, yaitu revolusi Perancis 
tahun 1789, di Amerika pada tahun 1776, dan di Rusia pada tahun 1917, 
(Andrews dalam kaelan, 2013). adapun di Indonesia terjadi pada tahun 
1965 dan 1998 yaitu gerakan reformasi (Assiddiqie, 2005). 
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Konsensus yang menjamin tegaknya konstitusionalisme negara 
modern pada proses reformasi untuk mewujudkan demokrasi, pada 
umumnya bersandar pada tiga elemen kesepakatan (consensus), yaitu: 
(1) Kesepakatan tentang tujuan dan cita-cita bersama (the general goal of 
society or general acceptance of the same philosophy of 44 government . 
(2) Kesepakatan tentang the rule of law sebagai landasan pemerintahan 
atau penyelenggaraan negara (the basis of government). (3) Kesepakatan 
tentang bentuk institusi-institusi dan prosedur ketatanegaraan (the form of 
institutions and procedures). (Andrews dalam kaelan,  2013). 
Kesepakatan pertama, yaitu berkenaan dengan cita-cita bersama 
sangat menentukan tegaknya konstitusi di suatu negara. Karena cita-cita 
bersama itulah yang pada puncak abstraksinya memungkinkan untuk 
mencerminkan kesamaan-kesamaan kepentingan di antara sesama 
warga masyarakat yang dalam kenyataannya harus hidup ditengah-
tengah pluralisme atau kemajemukan. Oleh karena itu, dalam 
kesepakatan untuk menjamin kebersamaan dalam kerangka kehidupan 
bernegara, diperlukan perumusan tentang tujuan-tujuan atau cita-cita 
bersama yang biasa juga disebut sebagai filsafat kenegaraan atau 
staatsidee (cita negara), yang berfungsi sebagai philosofische grondslag 
dan common platforms atau kalimatun sawa di antara sesama warga 
masyarakat dalam konteks kehidupan bernegara (Assiddiqie,  2005). 
Bagi bangsa dan negara Indonesia, dasar filsafat dalam kehidupan 
bersama itu adalah Pancasila. Pancasila sebagai core philosophy negara 
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Indonesia, sehingga konsekuensinya merupakan esensi 
staatsfundamentalnorm bagi reformasi konstitusionalisme. Nilai-nilai dasar 
yang terkandung dalam filsafat negara tersebut, sebagai dasar filosofis 
ideologis untuk mewujudkan cita-cita negara, baik dalam arti tujuan 
prinsip konstitusionalisme sebagai suatu negara hukum formal, maupun 
empat cita-cita kenegaraan yang terkandung dalam Pembukaan UUD 
1945, yaitu: (1) melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah 
Indonesia (2) memajukan (meningkatkan) kesejahteraan umum, (3) 
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan (4) ikut melaksanakan ketertiban 
dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.  
Kesepakatan kedua, adalah suatu kesepakatan bahwa basis 
pemerintahan didasarkan atas aturan hukum dan konstitusi. Kesepakatan 
kedua ini juga bersifat dasariah, karena menyangkut dasar-dasar dalam 
kehidupan penyelenggaraan negara. Hal ini akan memberikan landasan 
bahwa dalam segala hal yang dilakukan dalam penyelenggaraan negara, 
haruslah didasarkan pada prinsip rule of the game, yang ditentukan 
secara bersama. Istilah yang biasa digunakan untuk prinsip ini adalah the 
rule of law (Dicey dalam kaelan, 2011). Dalam hubungan ini hukum 
dipandang sebagai suatu kesatuan yang sistematis, yang di puncaknya 
terdapat suatu pengertian mengenai hukum dasar, baik dalam arti naskah 
tertulis atau Undang-Undang Dasar, maupun tidak tertulis atau convensi. 
Dalam pengertian inilah maka dikenal istilah constitutional state yang 
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merupakan salah satu ciri negara demokrasi modern (Muhtaj dalam 
kaelan 2013). 
Kesepakatan ketiga, adalah berkenaan dengan (1) bangunan 
organ negara dan prosedur-prosedur yang mengatur kekuasaannya, (2) 
hubungan-hubungan antar organ negara itu satu sama lain, serta (3) 
hubungan antara organ-organ negara itu dengan warga negara. Dengan 
adanya kesepakatan itulah maka isi konstitusi dapat dengan mudah 
dirumuskan karena benar-benar mencerminkan keinginan bersama 
berkenaan dengan institusi kenegaraan dan mekanisme ketatanegaraan 
yang hendak dikembangkan dalam kerangka kehidupan negara 
berkonstitusi (constitutional state). Kesepakatan-kesepakatan itulah yang 
dirumuskan dalam dokumen konstitusi yang diharapkan dijadikan 
pegangan bersama untuk kurun waktu yang cukup lama. 
Namun demikian kesepakatan untuk mewujudkan suatu bangsa 
tersebut bagi bangsa Indonesia terjadi dalam kurung waktu yang cukup 
lama, melalui suatu proses sejarah. Setiap bangsa didunia termasuk 
bangsa Indonesia senantiasamemiliki suatu cita-cita serta pandangan 
hidup yang merupakan suatu basis nilai dalam setiap pemecahan 
masalah yang dihadapi oleh bangsa tersebut. Bangsa yang hidup dalam 
suatu kawasan negara bukan terjadi secara kebetulan melainkan melalui 
suatu perkembangan kausalitas, dan hal ini menurut Ernest Renan dan 
Hans Khons sebagai suatu proses sejarah terbentuknya suatu bangsa, 
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sehingga unsur kesatuan atau nasionalisme suatu bangsa ditentukan juga 
oleh sejarah terbentuknya bangsa tersebut. 
Secara historis Pancasila adalah merupakan suatu pandangan 
hidup bangsa yang nilai-nilainya sudah ada sebelum secara yuridis 
bangsa Indonesia membentuk negara. Bangsa Indonesia secara historis 
ditakdirkan oleh Tuhan YME, berkembang melalui suatu proses dan 
menemukan bentuknya sebagai suatu bangsa dengan jati-dirinya sendiri. 
Menurut M. Yamin bahwa berdirinya negara kebangsaan Indonesia 
terbentuk melalui tiga tahap yaitu: pertama, zaman Sriwijaya di bawah 
wangsa Syailendra (sejak 600) yang bercirikan kedatuan, kedua negara 
kebangsaan zaman Majapahit (1293-1525) yang bercirikan keprabuan. 
Kedua fase kebangsaan Indonesia itu diistilahkan Yamin dengan 
kebangsaan Indonesia lama. Kemudian ketiga, negara kebangsaan 
modern, yaitu negara Indonesia yang merdeka (sekarang negara 
Proklamasi 17 Agustus 1945) (kaelan, 2013). 
Secara kultural dasar-dasar pemikiran tentang Pancasila dan 
nilai-nilai Pancasila berakar pada nilai-nilai kebudayaan dan nilai-nilai 
religius yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri sebelum mendirikan 
negara (Notonagoro, 1975). Adapun dalam proses pendirian negara, 
dengan diilhami pandangan-pandangan dunia tentang kenegaraan 
disintesiskan secara eklektis, sehingga merupakan suatu local genius dan 
sekaligus sebagai suatu local wisdom bangsa Indonesia. Nilai-nilai 
Pancasila sebelum terbentuknya negara dan bangsa Indonesia pada 
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dasarnya terdapat secara sporadis dan fragmentaris dalam kebudayaan 
bangsa yang tersebar di seluruh kepulauan nusantara baik pada abad 
kedua puluh maupun sebelumnya, di mana masyarakat Indonesia telah 
mendapatkan kesempatan untuk berkomunikasi dan berakulturasi dengan 
kebudayaan lain. Nilai-nilai tersebut melalui para pendiri bangsa dan 
negara ini kemudian dikembangkan dan secara yuridis disahkan sebagai 
suatu dasar negara, dan secara verbal tercantum dalam Pembukaan 
Undang-Undang Dasar 1945 (Poespowardoyo, 1989). 
Nilai-nilai kebudayaan dan nilai religius yang telah ada pada 
bangsa Indonesia, kemudian dibahas dan dirumuskan oleh the founding 
fathers bangsa Indonesia, yang kemudian disepakati dalam suatu 
konsensus sebagai dasar hidup bersama dalam suatu negara Indonesia. 
Menurut Notonagoro nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia 
merupakan suatu sebab bahan (kausa materialis), adapun BPUPKI 
kemudian juga PPKI adalah sebagai lembaga yang membentuk negara, 
yang juga dengan sendirinya yang menentukan Pancasila sebagai dasar 
negara Republik Indonesia, disebut sebab bentuk (kausa formalis) 
(Notonagoro, 1975). Dalam hubungan inilah menurut Andrews dalam 
Kaelan (2011), bahwa tegaknya suatu negara modern harus dilandasi 
oleh suatu konsensus yang tertuang dalam suatu cita-cita serta tujuan 
bersama dalam suatu landasan filosofis, the general goal of siciety or 
general acceptance of the same philosophy of government. 
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Dalam proses perumusan tentang cita-cita bersama yaitu dasar 
filosofi negara Indonesia, diawali dengan dibentuknya BPUPKI dan pada 
awalnya tercapai suatu konsesnsus yang disebut dengan Piagam Jakarta 
pada 22 Juni 1945, yang dikenal dalam sejarah rumusan sila pertamanya 
berbunyi, “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi 
pemeluk-pemeluknya”. Kemudian pada sidang PPKI 18 Agustus 
dilakukan suatu kesepakatan lagi, sehingga menjadi Pancasila 
sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 
Berdasarkan fakta sejarah tersebut, maka Pancasila ditetapkan sebagai 
dasar negara merupakan suatu hasil philosophical consesnsus 
(konsesnsus filsafat), karena membahas dan menyepakati suatu dasar 
filsafat negara, dan polotical consensus (konsensus politik). 
2.5.3 Pancasila sebagai Dasar Filsafat Negara 
Dasar formal kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Republik 
Indonesia tersimpul dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV yang bunyinya 
sebagai berikut: “maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu 
dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk 
dalam susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, 
dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan 
yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang 
dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, 
serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat 
Indonesia”. 
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Pengertian kata Dengan berdasarkan kepada “ hal ini secara 
yuridis memiliki makna sebagai dasar negara. Walaupun dalam kalimat 
terakhir Pembukaan UUD 1945 tidak tercantum kata “Pancasila” secara 
eksplisit namun anak kalimat “dengan berdasarkan kepada ” ini memiliki 
makna dasar negara adalah Pancasila. Hal ini didasarkan atas 
interpretasi historis sebagaimana ditentukan oleh BPUPKI bahwa dasar 
negara Indonesia itu disebut dengan istilah “Pancasila”. 
Sebagaimana telah ditentukan oleh pemebentukan bahwa tujuan 
utama dirumuskanya Pancasila adalah sebagai dasar negara Republik 
Indonesia. Oleh karena itu fungsi pokok Pancasila adalah sebagai dasar 
negara Republik Indonesia. Ha ini sesuai dengan dasar yuridis 
sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, ketetapan No 
XX/MPRS/1966. Dijelaskan bahwa Pancasila sebagai sumber tertib 
hukum Indonesia yang pada hakikatnya adalah merupakan suatu 
pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral 
yang meliputi suasana kebadtinan serta watak dari bangsa Indonesia. 
Selanjumya dikatakannya bahwa cita-cita tersebut adalah meliputi cita-
cita mengenai kemerdekaan individu, kemerdekaan bangsa, 
perikemanusiaan, keadilan sosial, perdamaian nasional dan mondial, cita-
cita politik mengenai sifat, bentuk dan tujuan negara, cita-cita moral 
mengenai kehidupan kemasyarakatan dan keagamaan sebagai 
pengejawantahan dari budi nurani manusia. 
45 
 
Dalam proses reformasi dewasa ini MPR melalui Sidang Istimewa 
tahun 1998, mengembalikan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara 
Republik Indonesia yang tertuang dalam Tap. No. XVIII/MPR/1998. Oleh 
karena itu segala agenda dalam proses reformasi, yang meliputi berbagai 
bidang selain mendasarkan pada kenyataan aspirasi rakyat (Sila IV) juga 
harus mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. 
Reformasi tidak mungkin menyimpang dari nilai Ketuhanan, kemanusiaan, 
persatuan, kerakyatan serta keadilan, bahkan harus bersumber 
kepadanya. 
Bilamana kita rinci secara sistematis kedudukan Pancasila sebagai 
asas kerokhanian negara dapat disusun secara bertingkat seluruh 
kehidupan negara sebagai penjelmaan Pancasila. Unsur-unsur ini 
terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV. Susunan tersebut 
menunjukkan bahwa Pancasila pada hakikatnya merupakan dasar, atau 
basis filosofi bagi negara dan tertib hukum Indonesia. Hal itu dapat dirinci 
sebagai berikut: 
a. Pancasila merupakan dasar filsafat negara (asas kerokhanian 
negara), pandangan hidup dan filsafat hidup. 
b. Di atas basis (dasar) itu berdirilah negara Indonesia, dengan asas 
politik negara (kenegaraan) yaitu berupa Republik yang 
berkedaulatan rakyat. 
c. Kedua-duanya menjadi basis penyelenggaraan Kemerdekaan 
kebangsaan Indonesia, yaitu pelaksanaan dan penyelenggaraan 
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negara sebagaimana tercantum dalam hukum positif Indonesia, 
termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. 
d. Selanjutnya di atas Undang-Undang Dasar (yaitu sebagai basis) 
maka berdirilah bentuk susunan pemerintahan dan keseluruhan 
peraturan hukum positif yang lainnya, yang mencakup segenap 
bangsa Indonesia dalam suatu kesatuan hidup bersama yang 
berasas kekeluargaan. 
e. Segala sesuatu yang disebutkan di atas adalah demi tercapainya 
suatu tujuan bersama, yaitu tujuan bangsa Indonesia dalam 
bernegara tersebut, yaitu kebahagian bersama, baik jasmaniah 
maupun rokhaniah, serta tuhaniah. 
Dengan demikian seluruh aspek penyelenggaraan negara tersebut 
diliputi dan dijelmakan oleh asas kerokhanian Pancasila, dan dalam 
pengertian inilah maka kedudukan Pancasila sebagai asas kerokhanian 
dan dasar filsafat negara Indonesia. (Notonagoro, tanpa tahun: hal 32). 
Bilamana kita pahami hakikat negara adalah merupakan suatu 
lembaga kemanusiaan, lahir dan batin. Negara sebagai lembaga 
kemanusiaan dalam hal hidup bersama baik menyangkut kehidupan lahir 
maupun batin, yaitu bidang kehidupan manusia selengkapnya. Sehingga 
dengan demikian maka seluruh hidup kenegaraan kebangsaan Indonesia 
senantiasa diliputi oleh asas kerokhanian Pancasila. Maka seluruh 
kehidupan negara Indonesia yang berdasarkan hukum positif, 
terselenggara dalam hubungan kesatuan dengan hidup kejiwaan yang 
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realisasinya dalam bentuk penyesuaian kehidupan kenegaraan dengan 
nilai-nilai hidup kemanusiaan, yang tersimpulkan dalam asas kerokhanian 
Pancasila itu kebenaran dan kenyataan, keindahan kejiwaan, kebaika, 
kelayakan (kesusilaan), kemanusiaan, hakikat manusia dan manusia 
sebagai makhluk Tuhan. 
Sebagaimana dijelaskan di muka bahwa Pembukaan UUD 1945 
mengandung dasar, rangka dan suasana bagi negara dan rib hukum 
Indonesia yang pada hakikatnya tersimpul dalam kerokhanian Pancasila. 
Dengan demikian konsekuensinya Pancasila asas yang mutlak bagi 
adanya tertib hukum Indonesia, yang pada akhirnya harus direalisasikan 
dalam setiap aspek penyelengaraan Negara. 
Dalam pengertian inilah maka Pancasila berkedudukan sebagai 
sumber dari segala sumber hukum Indonesia, atau dengan  lain perkataan 
sebagai sumber tertib hukum Indonesia yang tercantum dalam ketentuan 
tertib hukum tertinggi yaitu Pembukaan UUD 1945, kemudian dijelmakan 
lebih lanjut dalam pokok-pokok pikiran, yang meliputi suasana kebatinan 
dari UUD 1945. Yang pada hakikatnya perlu dikongkritisasikan 
(dijabarkan) dalam UUD 1945 (pasal-pasal UUD 1945) serta hukum positif 
yang lainnya. Kedudukan Pancasila yang demikian ini dapat dirinci 
sebagai berikut: 
a. Pancasila adalah merupakan sumber dari segala sumber hukum 
(sumber tertib hukum) Indonesia. Sehingga Pancasila merupakan 
asas kerokhanian tertib hukum yang dalam Pembukaan UUD 1945 
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dijelmakan lebih lanjut ke dalam empat pokok pikiran. 
b. Meliputi suasana kebatinan (geistlichenhintei'grund) dari Undang-
Undang Dasar. 
c. Mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara (baik hukum 
dasar tertulis maupun tidak tertulis). 
d. Mengandung norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar 
mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain 
penyelenggara negara (termasuk pada penyelenggara partai dan 
golongan fungsional) untuk memelihara budi pekerti (moral) 
kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral 
rakyat yang luhur. Hal ini sebagaimana tersimpul dalam pokok 
pikiran keempat yang bunyinya “Negara berdasarkan atas 
Ketuhanan yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan vang adil 
dan beradab”.  
e. Merupakan sumber semangat bagi UUD 1945, bagi para 
penyelenggara negara, para pelaksana pemerintahan (juga para 
penyelenggara partai dan golongan fungsional). Hal ini dapat 
dipahami karena semangat adalah penting dalam pelaksanaan dan 
penyelenggaraan negara, karena masyarakat dan Negara 
Indonesia selalu tumbuh dan berkembang seiiring dengan 
perubahan zaman serta dinamika masyarakat. Dengan semangat 
yang bersumber pada asas kerokhanian negara sebagai 
pandangan hidup bangsa maka dinamika masyarakat dan negara 
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akan tetap diliputi dan diarahkan asas kerokhanian Pancasila. 
2.5.4 Pancasila sebagai Asas Persatuan dan Kesatuan Bangsa 
Telah dijelaskan dimuka bahwa sebelum Pancasila ditentukan 
sebagai dasar filsafat negara Indonesia, nilai-nilainya telah ada pada 
bangsa Indonesia sejak zaman dahulu kala, yaitu sejak lahirnya bangsa 
Indonesia sebelum Proklamasi 17 Agustus 1945. Namun demikian 
keberadaan bangsa Indonesia sebagai suatu bangsa yang hidup mandiri 
di antara bangsa-bangsa lain di dunia bukanlah semata-mata ditentukan 
oleh ciri-ciri etnis belaka melainkan oleh sejumlah unsur khas yang ada 
pada bangsa Indonesia yang membedakannya dengan bangsa lain. 
Pengertian bangsa pada awal mulanya dari kata “nation” (natie, 
bangsa) yang ditinjau secara ilmiah pada tahun 1882 oleh Ernest Renan 
Dalam suatu ceramahnva di universitas Sorbone yang berjudul “Qu’est ce 
que c'es un Nation”? (Apakah bangsa itu?) Menurut Renan bangsa 
adalah : 
a. Suatu jiwa, suatu asas kerokhanian. 
b. Suatu solidaritas yang besar. 
c. Suatu hasil sejarah, karena sejarah itu berjalan terus. Sejarah tidak 
abadi, bergerak secara dinamis dan berubah-ubah untuk maju. 
d. Bangsa bukanlah soal abadi. 
 Selain itu juga terdapat “geopolitik’ yang dipelopori oleh Frederich 
Ratzel dalam bukunya “politik, Geography (1987) yang menyatakan 
bahwa: negara merupakan suatu organisme yang hidup, dan supaya 
50 
 
dapat hidup subur dan kuat maka memerlukan ruangan untuk hidup 
(Lebensraum). (Ismaun dalam kaelan, 2013). 
Bagi bangsa Indonesia sebagai suatu bangsa memiliki ciri- ciri 
sebagai berikut: 
1. Dilahirkan dari satu nenek moyang, sehingga kita memiliki 
kesatuan darah. 
2. Memiliki satu wilayah di mana kita dilahirkan, hidup bersama dan 
mencari sumber-sumber kehidupan. 
3. Memiliki kesatuan sejarah, yaitu bangsa Indonesia dibesarkan di 
bawah gemilangnya kerajaan-kerajaan, Sriwijaya, Majapahit, 
mataram dan lain sebagainya. 
4. Memiliki kesamaan nasib yaitu berada di dalam kesenangan dan 
kesusahan, dijajah Belanda, Jepang dan lainnya. 
5. Memiliki satu ide, cita-cita satu kesatuan jiwa atau asas 
kerokhanian, dan satu tekad untuk hidup bersama dalam suatu 
negara Republik Indonesia. 
Dengan lain perkataan bangsa Indonesia memiliki satu asas 
kerokhanian, satu pandangan hidup, dan satu ideologi yaitu Pancasila, 
yang ada dalam suatu negara Proklamasi 17 Agustus 1945 (Notoganoro, 
1975). Bagi bangsa Indonesia adanya kesatuan asas kerokhanian, 
kesatuan pandangan hidup, kesatuan ideologi tersebut itu adalah amat 
bersifat sentral, karena suatu bangsa yang ingin berdiri kokoh dan 
mengetahui ke arah mana tujuan bangsa itu ingin dicapai maka bangsa itu 
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harus memiliki satu pandangan hidup, ideologi maupun satu asas 
kerokhanian. 
Bangsa Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa yang 
dengan sendirinya memiliki kebudayaan dan adat-istiadat yang berbeda-
beda pula. Namun demikian bangsa perbedaan itu harus disadari sebagai 
sesuatu yang memang senantisa ada pada setiap manusia (suku bangsa) 
sebagai makhluk pribadi, dan dalam masalah ini bersifat biasa. Namun 
demikian dengan adanya kesatuan asas kerokhanian yang kita miliki, 
maka perbedaan itu harus dibina ke arah suatu kerjasama dalam 
memperoleh kebahagiaan bersama. Dengan adanya kesamaan dan 
kesatuan asas kerokhanian dan kesatuan ideologi, maka perbedaan itu 
perlu diarahkan pada suatu persatuan. Maka di sinilah letak fungsi dan 
kedudukan asas, Pancasila sebagai asas kerokhanian, sebagai asas 
persatuan, kesatuan dan asas kerjasama bangsa Indonesia. Dalam 
masalah ini maka membina, membangkitkan, memperkuat dan 
mengembangkan persatuan dalam suatu pertalian kebangsaan menjadi 
sangat penting artinya, sehingga persatuan dan kesatuan tidak hanya 
bersifat statis namun harus bersifat dinamis. 
Perbedaan adalah merupakan bawaan dai manusia sebagai 
makhluk pribadi, namun demikian bahwa sifat manusia adalah sebagai 
individu dan makhluk sosial dan kedua sifat kodrat manusia tersebut 
harus senantiasa ada dalam keseimbangan yang serasi dan harmonis 
yang harus dilaksanakan penjelmaannya dalam hidup bersama yaitu 
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dalam suatu negara Indonesia. Hal inilah yang sering disebut sebagai 
asas kekeluargaan (gotong-royong). Maka perbedaan-perbedaan itu 
tidaklah mempengaruhi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, 
karena memiliki daya penarik ke arah kerjasama yang saling dapat 
diketemukan dalam perbedaan dan sintesis yang memperkaya 
masyarakat sebagai suatu bangsa. 
Bagi bangsa Indonesia dalam filsafat yang merupakan asas 
kerokhanian Pancasila, merupakan asas pemersatu dan asas hidup 
bersama. Dalam masalah ini Pancasila dalam kenyataan objektifnya 
sebagai suatu persatuan dan kesatuan yang telah ditentukan bersama 
setelah Proklamasi sebagai dasar filsafat negara. 
2.5.5 Pancasila sebagai  Jati diri Bangsa Indonesia 
 Proses terjadinya Pancasila tidak seperti ideologi-ideologi lainnya 
yang hanya merupakan hasil pemikiran seseorang saja namun melalui 
suatu proses kausalitas yaitu sebelum disahkan menjadi dasar negara 
nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sebagai Pandangan 
hidup Bangsa, dan sekaligus sebagai filsafat hidup bangsa Indonesia. 
Dalam pengertian inilah maka bangsa Indonesia sebagai kausa materialis 
dari Pancasila. Pandangan hidup dan filsafat hidup itu merupakan 
kristalisasi nilai-nilai yang diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia 
yang menimbulkan tekad bagi dirinya untuk mewujudkannya dalam sikap 
tingkah laku dan perbuatannya. Pandangan hidup dan filsafat hidup itu 
merupakan motor penggerak bagi tindakan dan perbuatan dalam 
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mencapai tujuannya. Dari pandangan hidup inilah maka dapat diketahui 
cita-cita yang ingin dicapai bangsa, gagasan-gagasan kejiwaan apakah 
yang hendak diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa 
dan bernegara. Bagi bangsa Indonesia nilai- nilai Pancasila itu telah 
tercermin dalam khasanah adat-istiadat, kebudayaan serta kehidupan 
keagamaannya. 
Ketika para pendiri negara Indonesia menyiapkan berdirinya 
negara Indonesia merdeka, mereka sadar sepenuhnya untuk menjawab 
suatu pertanyaan yg fundamental “di atas dasar apakah negara Indonesia 
merdeka didirikan?”. Dengan jawaban yang mengandung makna hidup 
bagi bangsa Indonesia sendiri yang merupakan perwujudan dan 
pengejawantahan nilai-nilai yang dimiliki, diyakini di hayati kebenarannya 
oleh masyarakat sepanjang masa dalam sejarah perkembangan dan 
pertumbuhan bangsa sejak lahir. 
Nilai-nilai itu sebagai buah hasil pikiran-pikiran dan gagasan-
gagasan dasar bangsa Indonesia tentang kehidupan yang dianggap baik. 
Mereka menciptakan tata nilai yang mendukung tata kehidupan sosial dan 
tata kehidupan kerokhanian bangsa yang memberi corak, watak dan ciri 
masyarakat dan bangsa Indonesia yang membedakannya dengan 
masyarakat atau bangsa lain. Kenyataan yang demikian ini merupakan 
suatu kenyataan objektif yang merupakan jatidiri bangsa Indonesia 
Bangsa Indonesia sejak zaman dahulu kala merupakan bangsa 
yang religius dalam pengertian bangsa yang percaya terhadap Tuhan 
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penciptanya. Hal ini terbukti dengan adanya berbagai kepercayaan dan 
agama yang ada di Indonesia. Bukti-bukti sejarah yang menunjukkan 
manifestasi bangsa Indonesia atas kepercayaan kepada Tuhan Yang 
Maha Kuasa antara lain kira-kira tahun 2000 SM. di Zaman Neoliticum 
dan Megaliticum antara lain berupa “Menhir” yaitu sejenis tiang atau tugu 
dari batu, kubur batu, punden berundak-undak yang diketemukan di 
Pasemah di pegunungan antara wilayah Palembang dan Jambi, di daerah 
Besuki Jawa Timur, Cepu, Cirebon,Bali, dan Sulawesi yang berupatiang 
batu yang didirikan di tengah-tengah tersebut pada prinsipnya merupakan 
ungkapan manusia atas dzat yang tertinggi, yang tunggal artinya yang 
maha esa yaitu tuhan.selain itu ungkapa atas pengakuan  terhadap 
Tuhan  Yang Maha Esa tercrmin antara lain Tub (Kalimantan), Sang 
Hyang (Jawa, Ompu Debata atau Debata Malajadi nasional Bolon (Batak, 
To Lotang (Bugis), Gae Dewa (Ngada). Selain ungkapan-ungkapan yang 
menggambarkan akan hubungan antara manusia dengan Dhat yang 
Maha Kuasa antara lain bahwa orang yang meninggal dunia itu disebut 
berpulang atau kembali kepada Sang Penciptanya. Indonesia dalam 
struktur kehidupan sosialnya, eksistensi (keberadaan) setiap manusia 
sebagai makhluk pribadi dan sekaligus sebagai makhluk sosial diakui 
dihargai dan dihormati. Dalam kaitannya dengan hakikat sila kedua 
“kemanusiaan yang adil dan beradab” nilai-nilainya tercermin dalam sikap 
tolong menolong, menghormati manusia lain bersikap adil dan 
menjunjung tinggi kejujuran dan sebagainya. “Apa yang dilakukan oleh 
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manusia Indonesia itu tidak hanya untuk kepentingannya sendiri 
melainkan juga demi kepentingan manusia lain dan masyarakat dan 
pengab- diannya kepada Tuhan yang Maha Esa. Hak-hak asasi manusia 
dihormati dan dijunjung tinggi yang antara lain tercermin dalam ungkapan 
“sedumuk bathuk senyari bumi”. Kesemuanya itu sebagai ungkapan cita-
cita kemanusiaan dalam masyarakat dan bangsa Indonesia. Selain itu 
juga terdapat cita-cita terwujudnya hubungan yang harmonis dan serasi 
antara manusia dengan dirinya sendiri, antara manusia dengan sang 
Penciptanya yaitu Tuhan yang Maha Esa. Keselarasan dan keharmonisan 
tersebut sebagai makna dari ungkapan keadilan dan kebenaran manusia 
sebagainama terkandung dalam sila kedua Pancasila. 
Cita-cita dan kesatuan tercermin dalam berbagai ungkapan dalam 
bahasa-bahasa daerah di seluruh nusantara sebagai budaya bangsa, 
seperti pengertian-pengertian atau ungkapan-ungkapan “tanah” sebagai 
ekspresi pengertian persatuan antara tanah dan air, kesatuan wilayah 
yang terdiri atas pula pulau, lautan dan udara: “tanah tumpah darah” yang 
mengungkapkan persatuan antara manusia dan alam sekitamya, 
kesatuan antara orang dan bumi tempat tinggalnya; “Bhinneka tunggal 
ika” yang mengungkapkan cita-cita kemanusiaan dan persatuan 
sekaligus. Perwujudan dari cita-cita persatuan kesatuan ini dalam sejarah 
bangsa Indonesia juga terungkap bahwa sejarah mencatat adanya 
kerajaan yang dapat digolongkan bersifat  “nasional”  yaitu Sriwijaya dan 
Majapahit. 
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Semangat “gotong-royong”, “siadapari”, “masohi”, “sambatan”, 
“gugur gunung” dan sebagainya, mengungkapkan cita-cita kerakyatan, 
kebersamaan dan solidaritas sosial. Berdasarkan semangat gotong 
royong dan asas kekeluargaan, negara tidak mempersatukan diri dengan 
golongan yang terbesar atau bagian yang terkuat dalam masyarakat, baik 
politik, ekonomis, maupun sosio-kultural. Negara menempatkan diri di 
atas golongan dan bagian masyarakat, dan mempersatukan diri dengan 
seluruh lapisan masyarakat. Rakyat tidak untuk negara, tetapi negara 
adalah untuk rakyat, sebab pengambilan keputusan selalu digunakan 
asas musyawarah untuk mufakat, seperti yang dilakukan dalam “rembug 
desa”, “kerapatan nagari”, “kuna”, “wanua, banua, nua”. 
Selanjutnya struktur kejiwaan bangsa Indonesia mengakui, 
menghormati serta menjunjung tinggi hak dan kewajiban tiap manusia, 
tiap golongan dan tiap bagian masyarakat. Sebaliknya, setiap anggota 
masyarakat, setiap golongan dan setiap bagian sadar akan 
kedudukannya sebagai bagian organik dari masyarakat seluruhnya, dan 
oleh karena itu wajib meneguhkan kehidupan yang harmonis antara 
semua bagian. Hubungan antara hak, kewajiban serta kedudukan yang 
seimbang itu merupakan cita-cita keadilan sosial. Ide tentang keadilan 
sosial ini bukanlah hal yang baru bagi  bangsa Indonesia. Cita-cita akan 
masyarakat yang “Agemah ripah loh jinawi tata tentrem karta raharja”, 
suatu keyakinan yang ada dalam masyarakat (terutama Jawa), yang 
menyatakan bahwa masyarakat adil dan makmur akan terwujud dengan 
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datangnya Ratu Adil, dapat membuktikan adanya cita-cita keadilan sosial 
tersebut. 
Dengan berpangkal tolak dari struktur sosial dan struktur 
kerohanian asli bangsa Indonesia, serta diilihami oleh ide-ide besar dunia, 
maka para pendiri negara kita yang terhimpun dalam Badan Penyelidik 
Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan terutama 
dalam Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), memurnikan 
dan memadatkan nilai-nilai yang dimiliki, diyakini dan dihayati 
kebenaranya oleh bangsa Indonesia menjadi Pancasila yang rumusannya 
seperti yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 
Dalam hubungan seperti inilah maka Pancasila yang kausa 
materialisnya bersumber pada nilai-nilai budaya bangsa ini, meminjam 
istilah Margareth Mead, Ralp Linton, dan Abraham Kardiner dalam 
Anthropology to Daj, disebut sebagai National Character. Selanjutnya 
Linton lebih condong dengan istilah Peoples Character, atau dalam suatu 
negara disebut sebagai National Identity (Kroeber, 1954; Ismaun, 1981: 
7), atau menurut istilah populer disebut sebagai “jatidiri” bangsa 
Indonesia. 
2.5.6 Pancasila sebagai Budaya Bangsa Indonesia 
Pancasila sebagai dasar filsafat serta ideologi bangsa dan negara 
Indonesia, bukan tebentuk secara mendadak serta bukan hanya 
diciptakan oleh seseorang sebagaimana yang terjadi pada ideologi-
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ideologi lain di dunia, namun terbentuknya Pancasila melalui proses yang 
cukup panjang dalam sejarah bangsa Indonesia. 
Secara kausalitas Pancasila sebelum disahkan menjadi dasar 
filsafat negara nilai-nilainya telah ada dan berasal dari bangsa Indonesia 
sendiri yang berupa nilai-nilai adat-istiadat, kebudayaan dan nilai-nilai 
religius. Kemudian para pendiri negara Indonesia mengangkat nilai-nilai 
tersebut dirumuskan secara musyawarah mufakat berdasarkan moral 
yang luhur, antara lain dalam sidang-sidang BPUPKI pertama, sidang 
Panitia Sembilan yang kemudian menghasilkan Piagam Jakarta yang 
memuat Pancasila yang pertama kali, kemudian dibahas lagi dalam 
sidang BPUPKI kedua. Setelah kemerdekaan Indonesia sebelum sidang 
resmi PPKI Pancasila sebagai calon dasar filsafat negara dibahas serta 
disempurnakan kembali dan akhirnya pada tanggal 18 Agustus 1945 
disahkan oleh PPKI sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia. 
Oleh karena itu agar memiliki pengetahuan yang lengkap tentang 
proses terjadinya Pancasila, maka secara ilmiah harus ditinjau 
berdasarkan proses kausalitas. Maka secara kausalitas asal mula 
Pancasila dibedakan atas dua macam yaitu: asal mula yang langsung dan 
asal mula yang tidak langsung. Adapun pengertian asal mula tersebut 
adalah sebagai berikut. 
 Asal Mula yang Langsung 
Pengertian asal mula secara ilmiah filsafat dibedakan atas empat 
macam yaitu: Kausa Materialis, Kausa Formalis, Kausa "Effisient dan 
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Kausa Finalis (Notonagoro, 1975)(Bagus dalam kaelan 2013 ). Teori 
kausalitas ini dikembangkan oleh Aristoteles, adapun berkaitan dengan 
asal mula yang langsung tentang Pancasila adalah asal mula yang 
langsung terjadinya Pancasila sebagai dasar filsafat negara yaitu asal 
mula yang sesudah dan menjelang Proklamasi Kemerdekaan yaitu sejak 
dirumuskan oleh para pendiri negara sejak sidang BPUPKI pertama, 
Panitia Sembilan, sidang BPUPKI kedua serta sidang PPKI sampai 
pengesahannya. Adapun rincian asal mula langsung Pancasila tersebut 
menurut Notonagoro asal mula bahan (Kausa Materialis), asal mula 
bentuk (Kausa Formalis), asal mula karya (Kausa efisien), asal mula 
tujuan (Kausa Finalis). 
Asal mula bahan (Kausa Materialis). Bangsa Indonesia adalah 
sebagai asal dari nilai-nilai Pancasila, sehingga Pancasila itu pada 
hakikatnya nilai-nilai yang merupakan unsur-unsur Pancasila digali dari 
bangsa Indonesia yang berupa nilai-nilai adat-istiadat kebudayaan serta 
nilai-nilai religius yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari bangsa 
Indonesia. Dengan demikian asal bahan Pancasila adalah pada bangsa 
Indonesia sendiri yang terdapat dalam kepribadian dan pandangan hidup 
bangsa Indonesia. Dalam pengertian inilah maka Pancasila sebagai local 
wisdom bangsa Indonesia. 
Asal mula bentuk (Kausa Formalis). Hal ini dimaksudkan 
bagaimana asal mula bentuk atau bagaimana bentuk Pancasila itu 
dirumuskan sebagaimana termuat dalam Pembukaan UUD 1945. Maka 
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asal mula bentuk Pancasila adalah Ir. Soekarno bersama-sama Drs. Moh. 
Hatta serta anggota BPUPKI lainnya sebagai pembentuk Negara 
merumuskan dan membahas Pancasila terutama dalam hal bentuk, 
rumusan serta nama Pancasila. 
Asal mula karya (Kausa Effisien). Kausa effisien atau asal mula 
karya yaitu asal mula yang menjadikan Pancasila dari calon dasar negara 
menjadi dasar negara yang sah. Adapun asal mula karya adalah PPKI 
sebagai pembentuk negara dan atas kuasa pembentuk negara yang 
mengesahkan Pancasila menjadi dasar negara yang sah, setelah 
dilakukan pembahasan baik dalam sidang-sidang BPUPKI, panitia 
Sembilan. 
Asal mula tujuan (Kausa Finalis). Pancasila dirumuskan dan 
dibahas dalam sidang-sidang para pendiri negara, tujuannya adalah 
untuk dijadikan sebagai dasar negara, Oleh karena itu asal mula tujuan 
tersebut adalah para anggota BPUPKI dan Panitia Sembilan termasuk 
Soekamo dan Hatta yang menentukan tujuan dirumuskannya Pancasila 
sebelum ditetapkan oleh PPKI sebagai dasar negara yang sah. Demikian 
pula para pendiri negara tersebut juga berfungsi sebagai kausa relasional 
karena yang merumuskan dasar filsafat negara. 
 Asal Mula yang Tidak Langsung. 
Secara kausalitas asal mula yang tidak langsung Pancasila adalah 
asal mula sebelum proklamasi kemerdekaan. Berarti bahwa asal mula 
nilai-nilai Pancasila yang terdapat dalam adat-istiadat, dalam kebudayaan 
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serta dalam nilai-nilai agama bangsa Indonesia, sehingga dengan 
demikian asal mula tidak langsung Pancasila adalah terdapat pada 
kepribadian serta dalam pandangan hidup sehari-hari bangsa Indonesia. 
Maka asal mula tidak langsung Pancasila bilamana dirinci adalah sebagai 
berikut: 
1) Unsur-unsur Pancasila tersebut sebelum secara langsung 
dirumuskan menjadi dasar filsafat negara, nilai-nilainya yaitu nilai 
Ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan 
dan nilai keadilan telah ada dan tercermin dalam kehidupan sehari-
hari bangsa Indonesia sebelum membentuk negara. 
2) Nilai-nilai tersebut terkandung dalam pandangan hidup ma- 
syarakat Indonesia sebelum membentuk negara, yang berupa ni- 
lai-nilai adat-istiadat, nilai kebudayaan serta nilai-nilai religius. Ni- 
lai-nilai tersebut menjadi pedoman dalam memecahkan problema 
kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia. 
3) Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa asal mula tidak 
langsung Pancasila pada hakikatnya bangsa Indonesia sendiri, 
atau dengan lain perkataan bangsa Indonesia sebagai ‘Kausa 
Materialis’ atau sebagai asal mula tidak langsung nilai-nilai 
Pancasila. 
Demikianlah tinjauan Pancasila dari segi kausalitas, sehingga 
memberikan dasar-dasar ilmiah bahwa Pancasila itu pada hakikatnya 
adalah sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, yang jauh sebelum 
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bangsa Indonesia membentuk negara nilai-nilai tersebut telah tercermin 
dan teramalkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu tinjauan 
kausalitas tersebut memberikan bukti secara ilmiah bahwa Pancasila 
bukan merupakan hasil perenungan atau pemikiran seseorang, atau 
sekelompok orang bahkan Pancasila juga bukan merupakan hasil sintesis 
paham-paham besar dunia saja, melainkan nilai-nilai Pancasila secara 
tidak langsung telah terkandung dalam pandangan hidup bangsa 
Indonesia. 
Bangsa Indonesia berPancasila dalam Tiga Asas, berdasarkan 
tinjauan Pancasila secara kausalitas tersebut di atas maka memberikan 
pemahaman perspektif pada kita bahwa proses terbentuknya Pancasila 
melalui suatu proses yang cukup panjang dalam sejarah kebangsaan 
Indonesia. Dengan demikian kita mendapatkan suatu kesatuan 
pemahaman bahwa Pancasila sebelum disahkan oleh PPKI sebagai 
Dasar Filsafat Negara Indonesia secara yuridis, dalam kenyataannya 
unsur-unsur Pancasila telah ada pada bangsa Indonesia telah melekat 
pada bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari berupa nilai adat-
istiadat, nilai- nilai kebudayaan serta nilai-nilai religius. Nilai-nilai tersebut 
yang kemudian diangkat dan dirumuskan oleh para pendiri negara diolah 
dibahas yang kemudian disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 
1945. Berdasarkan pengertian tersebut maka pada hakikatnya bangsa 
Indonesia ber-Pancasila dalam tiga asas atau Tri Prakara (menurut istilah 
Notonagoro) yang rinciannya adalah sebagai berikut: 
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Pertama : Bahwa unsur-unsur Pancasila sebelum disahkan menjadi 
dasar filsafat negara secara yuridis sudah dimiliki oleh bangsa 
Indonesia sebagai asas-asas dalam adat-istiadat dan 
kebudayaan dalam arti luas (Pancasila Asas kebudayaan), 
Kedua : Demikian juga unsur-unsur Pancasila telah terdapat pada 
bangsa Indonesia sebagai asas-asas dalam agama-agama 
(nilai-nilai religius) (Pancasila Asas Religius). 
Ketiga :Unsur-unsur tadi kemudian diolah, dibahas dan dirumuskan 
secara saksama oleh para pendiri negara dalam sidang-
sidang BPUPK.l, Panitia “Sembilan”. Setelah bangsa 
Indonesia merdeka rumusan Pancasila calon dasar negara 
tersebut kemudian disahkan oleh PPKI sebagai Dasar Filsafat 
Negara Indonesia dan terwujudlah Pancasila sebagai asas 
kenegaraan (Pancasila asas kenegaraan). 
Oleh karena itu Pancasila yang terwujud dalam tiga asas tersebut 
atau “Tri Prakar” yaitu Pancasila asas kebudayaan, Pancasila asas 
religius, serta Pancasila sebagai asas kenegaraan dalam kenyataannya 
tidak dapat dipertentangkan karena ketiganya terjalin dalam suatu proses 
kausalitas, sehingga ketiga hal tersebut pada hakikatnya merupakan 
unsur-unsur yang membentuk Pancasila (Notonagoro; 1975: 16,17). 
Berdasarkan pengertian tersebut maka ketiga asas yang terkandung 
dalam Pancasila yaitu asas kultural, asas religius dan asas kenegaraan, 
bukan merupakan suatu entitas nilai yang berdiri sendiri-sendiri, 
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melainkan dalam satu hubungan yang bersifat koheren, yaitu hubungan 
kausalitas.  
2.6 Tujuan Negara Indonesia 
Bagi bangsa Indonesia kehidupan dalam berbangsa dan bernegara 
‘the general goal of society or general acceptance of the same philosophy 
of goverment”, yaitu tujuan negara yang dirumuskan dalam filsafat negara, 
baik negara hukum formal maupun material mendasarkan pada sila 
‘keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia’. Negara indonesia didirikan, 
dipertahankan, dan dikembangkan untuk kepentingan seluruh rakyat, 
untuk menjamin memajukan kesejahteraan umum, seperti ditetapkan 
dalam pembukaan UUD 1945: 
“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan 
Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan 
seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan 
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut 
melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan Kemerdekaan, 
perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah 
Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-
Undang Dasar Negara Indonesia.” 
 
 Secara formal dalam penyelanggaraan Negara Indonesia, 
dassollen tujuan negara dirumuskan dalam pembukaan UUD 1945, bahwa 
“Negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia” 
sebagai ciri negara hukum formal dan “memajukan kesejahteraan umum 
mencerdaskan kehidupan bangsa”, sebagai ciri negara hukum material 
atau welfare state, sedangkan secara umum “ikut melaksanakan 
ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial”. 
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Hal inilah yang merupakan cita-cita ideal filosofis bagi negara Indonesia 
dan merupakan sumber nilai hukum dalam menentukan berbagai 
kebijakan negara (Assiddiqie, 2005). Hal ini mengandung arti bahwa 
secara etika politik, setiap pelaksanaan dan penyelenggara negara 
memiliki tanggung jawab moral untuk senantiasa mendasarkan berbagai 
kebijakan pada tujuan negara tersebut. Nampaknya dalam reformasi lebih 
diutamakan pada aspek politik dan hukum, bahkan pelaksanaan sistem 
demokrasi dengan biaya tinggi akan tetapi mengabaikan tujuan negara 
sebagaimana terkandung dalam sila kelima Pancasila (Kaelan, 2007). 
Jikalau dilakukan analisis sistematik maka yang pertama dan kedua 
merupakan tujuan interen, yang ketiga, tujuan eksteren. Disadari bahwa 
indonesia tidak dapat hidup sendirian dan tidak dapat berkembang 
sewajarnya sesuai dengan perkembangan umat manusia dan kemajuan 
dalam segala bidang, lepas dari negara-negara lain. Lagi pula sesuai 
dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab dan keadilan sosial, 
Indonesia merasa wajib ikut memperhatikan kesejahteraan seluruh umat 
manusia. 
Dalam rangka peninjauan kembali kehidupan negara dalam segala 
seginya, tujuan negara itu sudah barang tentu sorotan baru. Dalam 
sejarah ketatanegaraan Indonesia pernah ditandaskan bahwa perjuangan 
kemerdekaan bangsa Indonesia mencapai titik kulminasinya pada detik 
Proklamasi Kemerdekaan dengan membentuk Negara Nasional Indonesia 
“untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur 
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berlandaskan pancasila, serta untuk ikut serta membentuk dunia baru 
yang damai abadi, oleh bangsa”. Apa yang dimaksudkan adalah sama 
dengan yang dicantumkan dalam Pembukaan UUD 1945, tetapi 
rumusannya sedikit berbeda. 
 Perlindungan (The Rule Of Law). Tujuan pertama negara kita 
adalah perlindungan bagi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia. 
Hal itu berarti menjaga keamanan diri dan harta benda seluruh rakyat 
Indonesia terhadap bahaya yang mengancamnya dari luar maupun dari 
dalam negeri. Oleh sebab itu dalam penjelasan umum UUD 1945 
ditandaskan bahwa negara (hukum dasar). Dengan perkataan lain, 
Negara Indonesia dibentuk sebagai suatu negara hukum. Dan dalam 
pengertian ini negara Indonesia juga memenuhi syarat sebagai negara 
hukum formal. 
 Negara kita didasarkan atas citra manusia yang termuat dalam 
Pancasila, terutama sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam 
pandangan itu setiap orang diakui dan ditempatkan sebagai manusia, 
yang mempunyai akal budi dan kehendak merdeka untuk mencapai tujuan 
eksistensinya secara merdeka dan bertanggung jawab. Sebagai makhluk 
berakal budi yang merdeka, manusia mempunyai martabat mulia dan hak-
hak yang tidak boleh diganggu gugat oleh siapa pun: hak atas hidup, 
kemerdekaan pribadi, hak milik, kebebasan kata hati dan agama, 
kebebasan mempunyai dan menyatakan fikiran, hak berkumpul dan 
bersidang, hak mendapatkan pekerjaan dengan syarat-syarat yang baik 
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dan balas karya yang wajar, hak atas perlakuan yang berprikemanusiaan, 
pendek kata hak untuk mengembangkan pribadinya dan mengejar 
kesejahteraan lahir batin. 
 Maksud negara hukum pertama-tama ialah menjamin agar setiap 
orang dapat memiliki dan menikmati hak-haknya itu dengan aman. 
Dengan dicantumkannya kemanusiaan yang adil dan beradab dalam 
pembukaan UUD 1945, secara eksplisit hak asasi manusia semua orang 
mendapat jaminan hukum. Selain itu beberapa dalam pasal 27 ayat (1), 
UUD 1945 Negara Republik Indonesia, juga ditetapkan bahwa sebagai 
manusia semua warga negara mempunyai hak-hak yang sama: “Segala 
warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan 
pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintah itu 
dengan tiada kecualinya”. 
 Negara hukum juga berarti bahwa negara mengakui supremasi 
hukum. Baik pemerintah maupun rakyat wajib taat kepada hukum dan 
bertingkah-laku sesuai dengan ketentuannya. Semua pejabat negara dan 
pemerintah, dari Kepala Negara, para Menteri, anggota MPR dan DPR, 
Hakim dan Jaksa sampai Pegawai Negeri yang rendah dalam 
menjalankan tugas masing-masing harus taat kepada hukum. Mereka 
wajib menjunjung tinggi hukum, mengambil keputusan sesuai dengan 
hukum. Badan Legislatif membuat undang-undang selaras dengan cita-
cita hukum bangsa, badan Eksekutif wajib melaksanakannya, dan badan 
Yudikatif mengadili perkara-perkara menurut hukum. 
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 Lembaga-lembaga negara disusun menurut UUD serta undang-
undang dan menjalankan tugas masing-masing selaras dengan 
ketentuan-ketentuan hukum pula. Untuk mencegah pemusatan kekuasaan 
yang mempermudah penyalahgunaannya, maka tugas dan kekuasaan 
negara dibagi antara berbagai lembaga, yang dapat dan wajib saling 
mengawasi dan mengimbangi. 
 Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa negara RI pertama-tama 
adalah demi tegaknya hukum dan keadilan. Seluruh hidup kenegaraan 
hendaknya menurut hukum seperti terdapat dalam UUD Negara Republik 
IndonesiaTahun 1945, maupun peraturan perundangan-undangan lain. 
Segala sesuatu hendaknya legal dan dapat dipertanggungjawabkan 
secara hukum. Tegaknya hukum atau the rule of law harus berarti 
tegaknya hukum yang adil atau tegaknya keadilan. Yang penting adalah 
keadilan, bukan saja keadilan legal tetapi terutama juga keadilan distributif, 
komutatif, maupun etis, yang harus dirumuskan dan dijamin oleh negara 
dengan Undang-undang, lembaga-lembaga negara dan pejabat-
pejabatnya (Hartono,1969: 32). 
 Manajemen Kesejahteraan Umum. Sebenarnya, tegaknya 
keadilan dan hukum telah mencakup seluruh tujuan negara, karena tidak 
hanya berati tegaknya keadilan pada umumnya tetapi juga keadilan sosial 
yang juga disebut demokrasi ekonomi. “maksud setiap masyarakat 
nasional ialah membina dan menggalakkan, dalam dan lewat partnership. 
Perkembangan setinggi mungkin semua kemampuan pribadi dalam 
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semua warganya; dan maksud ini ialah keadilan, atau ‘pengaturan tepat’, 
masyarakat serupa itu, dan sesuai dengan itu dapat disebut dengan nama 
keadilan sosial”, demikian Ernest Barker. Tetapi, mengingat pentingnya 
keadilan sosial, maka Pembukaan UUD 1945 ditetapkan secara tersendiri, 
bahwa negara juga bermaksud “memajukan kesejahteraan umum dan 
mencerdaskan kehidupan bangsa”. Dalam pengertian ini negara 
Indonesia juga memenuhi syarat sebagai suatu negara hukum material, 
karena negara bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan material atau 
kebutuhan material warganya. Memang dapat dimaklumi bahwa 
kesejahteraan umum sudah mencakup kecerdasan kehidupan bangsa, 
tetapi yang terakhir ini masih disebutkan secara tersendiri untuk 
menandaskan bahwa yang dituju bukanlah kesejahteraan material 
semata-mata melainkan juga kesejahteraan spiritual. Negara tidak cukup 
hanya memperhatikan kebutuhan material rakyat, tetapi harus juga 
kekayaan rokhani seperti ilmu pengetahuan, pendidikan, kesenian, 
keutamaan moral dan lain sebagainya. Negara hendaknya 
memperhatikan kepentingan seluruh hakikat manusia baik jasmani 
maupun rokhani. 
 Pembukaan UUD 1945 menggunakan perkataan “Kesejahteraan 
umum”. Pertama-tama negara wajib memajukan kesejahteraan umum 
dengan menciptakan suatu basis kemakmuran bagi seluruh rakyat. Yang 
dimaksud dengan kemakmuran (prosperity) menurut Hellin dalam Kaelan 
(2013)  ialah suatu keadaan dimana kebutuhan manusia dapat dipenuhi 
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dengan wajar secara mantap atau terus-menerus. Secara kongkrit itu 
berarti tersedianya barang dan jasa kebutuhan hidup, tidak hanya untuk 
memungkinkan hidup tetapi juga untuk mempermudah, menyenangkan 
dan meningkatkannya, sehingga orang-orang hidup layak sebagai 
manusia, mengembangkan diri dan mencapai kesejahteraan lahir batin. 
 Berdasarkan pengertian tersebut menurut Hellin dalam kaelan 
(2013) yang menjadi tanggungan negara ialah kemakmuran umum (public 
prosperity). Kemakmuran perorangan atau pribadi adalah urusan orang 
masing-masing, dan mencakup barang dan jasa-jasa yang tersedia bagi 
orang-orang, keluarga dan kelompok-kelompok untuk kesejahteraannya: 
sandang pangan, perawatan kesehatan, perumahan, pendidikan, 
kemerdekaan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, moral, agama dan lain 
sebagainya. Orang-orang dapat mencapainya sendiri, biarpun biasanya 
memerlukan bantuan masyarakat. Makin makmur dan adil masyarakat 
makin mudah pula orang-orang mendapatkan kemakmuran pribadi 
mereka. 
 Kemakmuran umum ialah tersedianya barang dan jasa bagi rakyat, 
sehingga orang-orang dapat mencapai kemakmuran pribadinya. 
Kemakmuran umum merupakan pelengkap bagi orang-orang. Negara 
dimaksud untuk menjaga dan mengatur agar barang dan jasa itu tersedia 
dan terjangkau oleh daya beli rakyat banyak. Bukanlah tugasnya untuk 
menghadiahkan semuanya itu kepada orang-orang secara cuma-cuma. 
Orang-orang harus berusaha sendiri sebaik mungkin, tetapi untuk 
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kekurangannya mereka dapat mengharapkan bantuan negara. Dalam hal 
ini bantuan yang paling baik dan paling selaras dengan martabat manusia 
yang berupa pertolongan yang memungkinkan orang bekerja secara 
produktif dan lambat laun berdiri di atas kaki sendiri. Dengan demikian 
dapat dikatakan, hakikat kesejahteraan umum ialah melengkapi usaha 
orang-orang: (1) dengan menyediakan apa yang perlu bagi kemakmuran 
pribadi mereka tetapi tidak dapat mereka capai dengan kekuatan mereka 
sendiri; (2) bagi semua warga masyarakat, tetapi secara proporsional 
menurut prestasi dan kebutuhan masing-masing yang wajar, dan (3) 
dengan memperhatikan anggota masyarakat yang lemah dan memerlukan 
bantuan istimewa seperti fakir miskin, yatim piatu, kaum penganggur, 
kaum cacat, kaum jompo, gelandangan, dan lain sebagainya. 
 Dalam rangka itu negara mengawasi bentuk-bentuk milik dan 
fungsi-fungsi ekonomi,  keuangan dan sebagainya. Selain itu negara 
menjamin tersedianya barang dan jasa kebutuhan hidup dalam jumlah 
yang mengcukupi, antara lain dengan menjaga dan mengatur agar barang 
dan jasa itu dihasilkan atau didatangkan secara mengcukupi, disalurkan 
kemana-mana dengan cepat, mudah dan aman , lagi pula dijual dengan 
harga wajar,sehingga rakyat banyak dapat membelinya dengan harga 
yang seimbang dengan daya belinya. Yang dimaksud bukan saja barang-
barang kebutuhan dasar seperti sembilan bahan pokok yang kita kenal, 
tetapi juga hal-hal yang perlu untuk mewujudkan kesejahteraan manusia 
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yang lengkap,  termasuk ilmu pengetahuan, jasa-jasa sosial, hiburan dan 
lain sebagainya (McIver dalam Kaelan: 2013 ) 
 Sehubungan dengan itu negara wajib juga menjaga agar rakyat 
banyak memiliki daya beli secukupnya dan harga-harga seimbang dengan 
daya beli itu. Oleh sebab itu negara wajib memberikan prioritas tinggi. 
Oleh sebab itu negara wajib memberikan prioritas tinggi kepada 
penempatan seluruh tenaga kerja (full emplayment)  dan dalam rana itu 
menyusun serta melaksanakan suatu strategi perluasan kesempatan kerja 
agar setiap orang yang mampu dan mau bekerja dapat bekerja secara 
produktif sesuai dengan kecakapan keinginanya. Hal itu diakui 
sepenuhnya dalam pasal 27 ayat 2 , Undang-Undang Dasar Negara 
Indonesia Tahun 1945 “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan 
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Manusia tidak dapat hidup 
sejahtera kalau tidak mempunyai pekerjaan tetap dengan balas karya 
yang wajar sekalipun dicukupi kebutuhan materialnya sehari-
hari.pekerjaan tidak hanya mempunyai nilai ekonomi melainkan juga nilai 
kemanusiaa yang tinggi. Pada waktu yang sama negara wajib menjaga 
agar orang dapat bekerja dalam lingkungan sehat dengan syarat-syarat 
kerja yang baik dan mendapatkan balas karya yang wajar bagi 
kebanyakan orang kesempatan kerja adalah salah satunya sumber 
kesejahteraan diri dan keluarganya. Oleh sebab itu perlu ditetapkan upah 
minimal yang mengcukupi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok. 
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Dalam hubungan ini negara wajib menjaga agar tidak terjadi pemerasan 
tenaga kerja oleh majikanya. 
 Selanjutnya harus diusahakan agar harga barang jasa seimbang 
satu sama lain, sehingga biaya hidup dan pendapatan rakyat banyak 
seimbang pula. Dengan maksud itu negara wajib menetapkan suatu 
sistem harga yang menyeluruh yang mencegah adanya perbedaan terlalu 
besar antara berbagai sektor. Praktek liberal yang bertolak belakang 
dengan norma-norma Pancasila tetapi berlaku selama ini harus segera 
mungkin diaghiri. Misalnya dokter, pengacara, notaris dan lain sebagainya 
tidak boleh menetapkan tarif mereka tanpa memperhatikan kemampuan 
rakyat banyak begitu pula dengan perusahaan harus memberikan gaji 
kepada karyawanya yang sesuai dengan kebutuhan hidup masyarakat 
pada umumnya sehingga kemakmuran benar benar umum, terjangkau 
oleh setiap dan semua warga masyarakat. 
 Dalam rangka pemerataan pendapatan, negara juga wajib 
menetapkan dan melaksanakan suatu sistem perpajakan yang satu pihak  
mecegah terjadinya pemusatan kekayaan ditangan sedikit orang dan 
dilain pihak meratakan beban sosial sesuai dengan kemampuan 
membayar masing-masing, sehingga perbedaan yang mengcolok antara 
kaya dan miskin yang merupakan suatu bom waktu sosial dan lambat laun 
lenyap. Sistem serupa itu ialah sistem perpajakan progresip dimana 
persentase (rate) pajak meningkat dengan meningkatnya pendapatan. 
Selain itu pajak-pajak langsung harus ditingkatkan perananya, sedangkan 
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pajak-pajak tidak langsung dikurang karena tidak membedakan antara 
kaya dan miskin,sehingga beban yang harus dipikul oleh lapisan 
masyarakat yang kurag mampu relatif lebih besar (R.Rolp dalam Kaelan: 
2013). 
 Akhirnya yang disebutkan tindakan paling penting yang dapat dan 
harus digunakan oleh pemerintah untuk mengurangi perbedaan 
pandapatan dan meratakanya yaitu program-program kesejahteraan 
sosial pemerintah pelayanan sosial seperti fasilitas kesehatan, pendidikan 
dan perpanjangan pendapatan berupa jaminan sosial dapat mengurangi 
kesuliatan ekonomi golongan pendapatan rendah seperti terjadi di banyak 
negara Barat. Program tersebut secara langsung meningkatkan 
pendapatan berupa jaminan sosial orang-orang, penganggur, cacat, 
korban kecelakaan atau bencana dan lain sebagainya, lagi pula 
meningkatkan kemampuan konsumsi kelompok-kelompok yang berhak 
dengan memberikan sementara pelayanan secara cuma-cuma atau 
dengan biaya ringan (Dipuyodo:1958). 
2.7 Konsep tentang Sistem Ekonomi Pancasila 
Pancasila adalah dasar negara bangsa Indonesia. Sebagai ideologi 
Negara, Pancasila juga memberikan pedomannya dalam kehidupan 
kenegaraan, yaitu dalam bidang sosial, budaya, ekonomi, politik dan 
hankam. Dalam bidang ekonomi Ideologi Pancasila menjadi pedoman 
kehidupan berekonomian dalam sistem ekonomi Pancasila yang menurut 
Mubyarto (1987) merupakan suatu sistem perekonomian yang dijiwai oleh 
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ideologi Pancasila yakni ekonomi yang merupakan usaha bersama 
berdasarkan asas kekeluargaan dan kegotongroyongan nasional.Sebagai 
dasar negara jelaslah bahwa Pancasila adalah sumber hukum tertinggi 
yang berlaku di zona Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 
Menurut Mubyarto dalam  Bernhard (2013), teori perekonomian 
Pancasila merupakan teori ekonomi khas Indonesia yang “model” dan 
penerapannya selalu bersifat multidisipliner dan sekaligus transdisipliner. 
Teori ekonomi Pancasila tidak menggunakan asumsi-asumsi cateris 
paribus, tetapi memasukkan semua variabel yang benar-benar harus 
dipertimbangkan. Jika Pancasila mengandung 5 asas, Maka semua sila 
Pancasila yaitu (1) etika, (2) kemanusiaan, (3) nasionalisme, (4) 
kerakyatan/demokrasi, dan (5) keadilan sosial, harus dipertimbangkan 
dalam model ekonomi yang disusun. 
Jika disamping Pancasila juga selalu disebutkan asas kekeluargaan 
dan kemasyarakatan sebagaimana di kandung dalam pasal 33 UUD 1945, 
maka menjadi lengkaplah “model” ekonomi Pancasila, yaitu model 
ekonomi “holistik” yang tidak memisahkan masalah ekonomi dari masalah 
sosial, masalah budaya, masalah moral/etik, dan sebagainya. Yang ada 
adalah masalah, yang dihadapi manusia Indonesia, tidak perlu diurai 
menjadi masalah-masalah diperlukan disiplin ilmu sendiri,  
Mubyarto menambahkan bahwa ekonomi Pancasila sebenarnya 
mengacu pada ajaran asli Ilmu Ekonomi Adam Smith (1723-1790) yaitu 
ilmu ekonomi yang tidak dilepaskan dari kaitan faktor-faktor etika dan 
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moral. Smith dalam buku pertamanya tahun 1759 (The Theori of Moral 
Sentiments) menyatakan bahwa manusia adalah homo socius dan homo 
ethicus. Baru pada buku keduanya disebut bahwa manusia adalah homo 
economicus.(Bernhard, 2013). 
Mubyarto (1987) mengemukakan lima karakter khas dari ekonomi 
Pancasila. Kelima ciri tersebut masih harus diolah, digarap, 
dikembangkan, ditumbuhkan, dan diperjuangkan. Kelima ciri itu diserap 
dari UUD 1945 dan dari keseluruhan jiwa Pancasila itu sendiri. 
Pertama, dalam sistem ekonomi Pancasila, koperasi merupakan 
soko guru perekonomian. Koperasi merupakan salah satu bentuk paling 
kongkrit dari usaha bersama. Dalam pasal 33 UUD 1945 disebutkan 
bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas 
kekeluargaan. Bung hatta menyebut asas kekeluargaan itu adalah 
koperasi. Sejak tahun 1980-an komitmen pemerintah pada kopersi 
semakin menunjukkan titik terangnya. Hal ini dapat terlihat dari 
terbentuknya menteri khusus, Menteri Muda Urusan Koperasi, sebagai 
usaha untuk menjadikan koperasi sebagai soko guru perekonomian 
Indonesia. 
Kedua, perekonomian digerakkan oleh rangsangan-rangsangan 
ekonomi, sosial, dan moral. Ekonomi Pancasila merespon makin parahnya 
degradasi moral bangsa dalam wujud makin banyaknya perilaku ekonomi 
(bisnis) yang mengabaikan nilai-nilai moral, etika, dan keagamaan. Hal ini 
disebabkan karena semakin meluasnya paham individualisme, monopoli, 
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dan liberalisme yang makin menjauhkan ilmu dan sistem ekonomi dari 
dimensi moral dan sosialnya. Ekonomi Pancasila bertekad untuk 
mengembalikan hakikat ilmu ekonomi sebagai ilmu moral dan 
memperjuangkan “revolusi moral ekonomi” sehingga roda ekonomi 
bangsa dapat digerakkan oleh rangsangan ekonomi, moral, dan sosial. 
Mubyarto dalam bukunya ekonomi Pancasila (1987) menegaskan 
bahwa dalam ekonomi kapitalistik, perekonomian digerakkan oleh 
rangsangan-rangsangan ekonomi, sedangkan dalam ekonomi Pancasila 
roda perekonomian digerakkan oleh perpaduan rangsangan ekonomi, 
sosial, dan moral. Memang ekonomi selalu terkait dengan materi, namun 
usaha untuk mendapatkan materi tersebut tidak boleh mengabaikan 
dimensi sosial dan moralitas manusia. Kebijaksanaan dan tindakan 
ekonomi kita akan lain kalau kita hanya mengejar keuntungan material 
saja.  
Dalam sistem ekonomi kapitalistis, indikator penilaiannya hanya 
satu yakni keuntungan ekonomis. Dengan pengejaran tujuan yang tunggal 
tersebut, dimensi sosial dan moralitas terabaikan. Mubyarto 
mencontohkan, kalau dewan komisaris dalam satu PT mengadakan rapat, 
yang dibicarakan adalah untung atau ruginya PT tersebut. Kalau rugi 
(tidak untung) berarti PT tersebut tidak sehat. Jadi tolak ukurnya adalah 
untung dan rugi. Pemegang saham tak bakalan menerima laporan, “meski 
perusahaan kita rugi secara finansial dan material, namun kita sudah 
menampung banyak pekerja. Atau sekalipun perusahaan rugi namun 
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perusahaan sudah menggerakkan anggotanya sehingga menjadi yang 
saleh, bermoral, dan setia kawan”. Laporan seperti ini pasti tidak diterima 
karena ukuran mereka adalah untung atau ruginya perusahaan tersebut. 
Contoh lainnya adalah mengenai pasar uang dan modal. Ukuran 
seseorang membeli saham adalah perusahaan dan saham mana yang 
memberikan keuntungan paling besar. Pembeli tidak mungkin membeli 
saham dari perusahaan yang betul-betul bermoral tinggi, karena memang 
perusahaan seperti itu pasti tidak ada. Sebab takaran mereka adalah laba 
atau untung. Memang ada argumentasi yang menyebutkan bahwa pasar 
uang dan modal itu menjurus ke pemerataan, oleh sebab itu rakyat 
sederhana dapat merasakan dan ikut membeli. Namun itu himbauan, 
karena yang membeli di pasar uang dan modal adalah yang memiliki 
banyak uang banyak. Menurut Mubyarto, orang yang membeli saham 
adalah orang yang duitnya benar-benar sudah banyak, dan bahkan punya 
saham dimana-mana, sehingga masyarakat kecil tidak sanggup 
melakukannya. 
Ketiga, egalatarianisme, kehendak yang kuat  dari seluruh  
masyarakat indonesia kearah keadaan kemerataan sosial . Ekonomi 
Kapitalis punya jargon “saya untung. Kamu melarat. Go to hell ! ’’ padahal 
ekonomi Pancasila tidak punya perasaan seperti itu . Ekonomi Pancasila 
tidak punya semangat untuk monopoli, mencari keuntungan sendiri, 
memeras orang lain, dan menindas yang lain. 
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Ekonomi Pancasila membawa spirit kekeluargaan dan solidaritas. 
Dengan spirit kekeluargaan dan solidaritas , jurang antara kaya dan miskin 
tidak terlalu lebar seperti pada ekonomi kapitalis. Ekonomi kapitalis 
menciptakan jurang yang tak terjembatani antara kaya dan yang miskin, 
yang kaya semakin kaya dan yang miskin makin miskin. keempat, ada 
kaitannya dengan sila Persatuan Indonesia. Prioritas kebijakan ekonomi 
adalah penciptaan perekonomian nasional yang tangguh. Artinya, 
nasionalisme menjiwai tiap kebijaksanaan ekonomi Indonesia.  
Berbeda dengan ekonomi kapitalistik yang bersifat internasional, 
sejauh-jauhnya mencari pasar ,kalau perlu di luar batas-batas negara. 
Itulah yang dilakukan oleh Multi National Coorporation (MNC) di mana 
batas negara bukan masalah, yang penting adalah meraup keuntungan 
sebesar-besarnya. Ekonomi Pancasila memberikan legitimasi bagi 
ekonomi nasional, bukan ekonomi Internasional.  
Kelima, dalam ekonomi Pancasila terdapat ketegasan mengenai 
kesimbangan antara perencanaan sentral (Nasional) dengan tekanan 
pada desantralisasi di dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan ekonomi. 
Artinya,ada pertimbangan yang jelas antara perencanaan pada tingkat 
nasional dengan desentralisasi dari rencana-rencana pusat tersebut di 
daerah-daerah, (Mubyarto, 1987) 
Mubyarto menganalisi perekonomian  Indonesia sejak masa Orde 
Baru tahun 1966 sangat menyedihkan. Indikator keprihatinan itu antara 
lain meningginya tingkat inflasi, persedian barang-barang pokok tidak 
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mencukupi, rakyat harus antri beli beras, beli gula, beli minyak, transpotasi 
jelek, dan jalan-jalan rusak. Sedemikian peliknya masalah perekonomian 
yang dihadapi warga, namun tetap saja tidak menggugat nurani 
pemerintah untuk memastikan bahwa masalah yang dihadapi warga 
adalah problem perekonomian. Pemerintah cenderung meyebut masalah 
perekonomian sebagai problem sekunder, sedangkan masalah primernya 
adalah problem politik dan hukum. 
Pada masalah perekonomian, Indonesia masih menganut sistem 
sentralisme. Di mana pemerintah pusat yang mengatur pengelolaan 
minyak (yang merupakan 70% sumber APBN) dan bantuan asing. Sistem 
sentralisme ini memiliki dampak negatif, yakni  pembangunan adalah 
pembangunan pemerintah, bukan pembangunan rakyat. Dampak 
sistemiknya adalah masyarakat semakin apatis karena merasa semua 
pembangunan adalah urusan pemerintah. Ketika parit air rusak, jalan raya 
makin sempit karena banyak semak dikiri kanan, bak penampungan air 
bocor, masyarakat tidak berinisiatif untuk memperbaiki. Masyarakat 
menunggu intruksi dari pemerintah, pembangunan tidak berjalan. 
Makanya konsepsi masyarakat adalah uang, pembangunan berjalan, tidak 
ada uang, pembangunan macet (no money, no develofment), (Bernhard, 
2013). 
Boediono (2010) Mengungkapkan gagasan tentang ekonomi 
Pancasila. Menurut wakil presiden Republik Indoneisa dan mantan guru 
ekonomi UGM itu, Ekonomi  Pancasila memiliki ciri-ciri pertama, adanya 
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peran dominan koperasi dalam kehidupan ekonomi dan bidang-bidang 
yang tidak bisa di kelola secara efisien dalam bentuk koperasi, perusahan 
negara memegang peranan. Dan bidang-bidang yang tidak bisa di 
usahakan secara efisien oleh kedua badan usaha tersebut, dalam prinsip 
maupun praktik, perusahan swasta mengambil peranan. Namun semua 
bentuk badan usaha  dalam ekonomi Pancasila harus di dasarkan pada 
asas kekeluargaan dan prinsip harmoni, dan bukannya pada asas 
kepentingan pribadi dan prinsip konflik kepentingan. 
Kedua, diterapkan rangsangan-rangsangan yang bersifat ekonomis 
maupun moral untuk menggerakkan roda perekonomian. Hal tersebut 
bersumber dari pandangan bahwa manusia bukan melulu economic man, 
melainkan juga social and religious man, dan sifat manusia yang terakhir 
ini bisa di kembangkan setaraf dengan  sifat yang pertama sebagai 
sumber kegiatan duniawi ( Ekonomi ). Motif mengoptimalkan terpenuhinya 
kepentingan pribadi dan “oportunisme”  bukan lagi satu-satunya motif  
atau bukan motif yang paling kuat-bagi berputarnya roda kegiatan 
ekonomi. 
Motif-motif seperti solidaritas, kecintaan terhadap sesama manusia, 
dan terhadap keadilan dan kebenaran, kepercayaan kepada faktor-faktor 
non duniawi, keagamaan, dan sosial lainnya bisa pula menjadi sumber 
penggerak  yang sama kuatnya bagi aktivitas ekonomi. Higher motives 
semacam ini, dalam teori-teori sistem ekonomi sekuler, sering di anggap 
terlalu lemah sebagai penggerak roda besar perekonomian, sehingga 
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peran utama di berikan kepada lower motives manusia. Keseimbangan 
yang lebih serasi antara higher motives dan lower motives  inilah yang 
merupakan cita-cita Ekonomi Pancasila. 
Ketiga, adanya kecenderungan dan kehendak sosial yang kuat ke 
arah egalitarianisme atau kemerataan sosial. Dalam hal ini, cita-cita 
ekonomi Pancasila menunjukan kesamaan dengan doktrin dasar hampir 
semua agama besar yang ada maupun dengan cita-cita yang terkandung 
dalam sistem ekonomi sosialis sekuler. 
Keempat, diberikannya prioritas utama pada terciptanya suatu 
“perekonomian nasional” yang tangguh. Ekonomi Pancasila menyadari 
bahwa unsur nasionalisme ekonomi merupakan kenyataan hidup yang 
tidak bisa di ingkari. Kalau kita jujur melihat kenyataan, maka akan terlihat 
bahwa teori liberalisme maupun teori sosialisme, yang mendasarkan pada 
konsep kosmopolitanisme dan solidaritas internasional, telah terlalu sering 
menjadi sumber kemunafikan bagi praktis-praktisinya. Setidak-tidaknya 
dari segi ini kedua isme besar tersebut adalah ‘utopia’. 
Kelima Pengandalan pada sistem desentralisasi dalam 
pelaksanaan kegiatan-kegiatan ekonomi, diimbangi dengan perencanaan 
yang kuat sebagai pemberi arah bagi perkembangan ekonomi. Hal ini 
dicerminkan dalam cita-cita koperasi. Bentuk usaha ini merupakan 
kristalisasi cita-cita untuk mencapai keseimbangan antara sentralisme dan 
desentralisme dalam pengambilan keputusan ekonomi. Sistem ekonomi 
koperasi bukanlah sistem yang didasarkan pada pengambilan keputusan-
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keputusan ekonomi secara atomistis seperti dalam sistem ekonomi liberal, 
tetapi bukan pula sistem yang mereduksi manusia hanya sebagai nomor 
saja. Atomisme adalah buta, sedangkan sentralisme adalah kaku. 
Ekonomi Pancasila mencoba untuk mengambil manfaat yang sebesar-
besarnya dan menghindari kerugian-kerugian, dari sentralisme dan 
atomisme dengan cara mengambil “jalan tengah” di antara kedua 
mekanisme pelaksanaan pengelolaan ekonomi tersebut, (Boediono, 
2010). 
Pancasila sebagai ideologi Negara mampu menghubungkan asas 
ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial 
didalam sistem ekonomi Pancasila. Kelima sila ini inheren termuat dalam 
sistem ekonomi Pancasila dengan ciri-ciri pertama roda perekonomian 
digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial, dan moral. Kedua, 
kehendak kuat dari seluruh masyarakat ke arah keadaan kemerataan 
sosial (egalitarianisme), sesuai asas-asas kemanusiaan. Ketiga, prioritas 
kebijakan ekonomi adalah penciptaan perekonomian nasional yang 
tangguh, yang berarti nasionalisme menjiwai tiap kebijakan ekonomi. 
Keempat, koperasi merupakan soko guru perekonomian dan merupakan 
bentuk yang paling konkrit dari usaha bersama. Kelima, adanya imbangan 
yang jelas dan tegas antara perencanaan di tingkat nasional dengan 
desentralisasi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi untuk menjamin 
keadilan ekonomi dan sosial.(Bernhard, 2013) 
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Rangsangan kegiatan ekonomi yang dimaksudkan pada point 
pertama adalah dorongan kegiatan ekonomi yang diintrodusir oleh sistem 
nilai dan sistem pemikiran yang menggambarkan nilai-nilai dasar yang 
ditegakkan dalam actus ekonomi. Nilai-nilai moral seperti tenggang rasa, 
pengendalian diri, gotong royong, dan semangat kekeluargaan menjadi 
spirit dasar dalam berekonomi. Pengejaran keuntungan ekonomi hanya 
boleh terjadi dalam koridor nilai-nilai dasar itu. Dengan kata lain, manusia, 
siapapun dia, tidak boleh dipakai sebagai alat atau instrument untuk 
meraih keuntungan ekonomi. Aktivitas perekonomian harus memuliakan 
kemanusiaan. 
Egalitarianisme. Kemerataan sosial mengandaikan terpenuhinya 
semangat kekeluargaan, saling mengasihi sesama manusia, dan solida-
ritas. Inilah poin-poit yang merupakan manifestasi dari Sila Kedua (Ke-
manusiaan Yang Adil dan Beradab). Berdasarkan pengalaman bangsa 
Indonesia, solidaritas akan menguat kalau ada perasaan senasib terutama 
saat menderita. Sebaliknya, solidaritas kian tipis ketika orang hidup dalam 
kemakmuran. Hal ini tidak berarti supaya kita hidup menderita terus agar 
solider satu sama lain. 
Nasionalisme ekonomi. Semangat nasionalisme, terutama di 
bidang politik dan ekonomi, amat kuat ketika menentang penjajah Belanda 
dan Jepang. Semangat nasionalisme itu mengental dalam diri masyarakat 
baik yang ada di pusat maupun di daerah-daerah. Namun akhir-akhir ini 
semangat nasionalisme itu melorot lantaran banyaknya kebijakan yang 
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lebih pro asing ketimbang pro rakyat. Misalnya munculnya sekitar 80 an 
UU yang merupakan pesanan asing. Kita seharusnya tidak menunggu 
sampai kita menderita akibat kebijakan yang pro asing. Masyarakat harus 
bangkit untuk melawan penjajah yang berkelindan di balik jargon-jargon 
kesejahteraan warga. 
Penguatan koperasi. Rumusan Bung Hatta dalam Pasal 33 UUD 
1945 dianggap sebagai salah satu analisis tajam yang bervisi jauh ke 
depan. Koperasi merupakan soko guru bagi perekonomian nasional. 
Koperasi pada umumnya maju kalau ada perjuangan yang gigih dari para 
anggotanya. Koperasi Indonesia lahir dari rakyat, dikerjakan oleh rakyat, 
dan ditunjukkan untuk kesejahteraan rakyat. Dia merupakan hasil refleksi 
yang mendalam dari para founding Fathers tentang bagaimana 
perusahaan yang paling cocok dengan struktur dan kondisi sosial ekonomi 
serta karakter dan budaya gotong royong yang hidup dalam masyarakat 
Indonesia selama berabad-abad. 
Perencanaan dan desentralisasi. Perekonomian Indonesia sejak 
tahun1969 dikendalikan secara terpusat. Melalui sistem Repelita 
(Rencana Pembangunan Lima Tahun ), pemerintah secara sistematis 
menggali dan mengelola sumber daya, baik dari dalam negri, maupun 
yang harus didatangkan dari luar negri. Pemerintah pusat dalam 
menggerakan roda perekonomian itu, menekankan sistem efisiensi. 
Dengan kondisi tofografis Indonesia, maka sistem desentralisasi 
merupakan yang paling ideal. Ekonomi Pancasila menekankan pentingnya 
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keseimbangan antara sentralisasi dengan desentaralisasi. Sentralisasi 
menjamin efisiensi,sedangkan desentaralisasi menjamin efektifitas 
pembangunan dan partisipasi aktif dari masyarakat yang ada didaerah-
daerah. 
Sistem Ekonomi Pancasila menurut Sry Edy Swasono dalam 
Bernhard (2013) dapat digambarkan sebagai sistem ekonomi yang 
berorientasi atau berwawasan pada sila-sila Pancasila, yaitu (1) 
Ketuhanan Yang Maha Esa (adanya atau diberlakukanya etik dan moral 
agama, bukan materialisme, manusia beragama melaksanakan syariah 
berkat iman sebagai hidayah Allah), (2) Kemanusiaan (Kehidupan 
berekonomi yang humanistik, adil dan beradab), tidak mengenal 
pemerasan, penghisapan, ataupun riba (3) Persatuan (berdasar sosio-
nasionalisme Indonesia, kebersamaan dan berasaskan kekeluargaan, 
gotong royong, bekerja sama, tidak saling mematikan), (4) Kerakyatan 
(berdasar demokrasi ekonomi, kedaulatan ekonomi, mengutamakan hajat 
hidup orang banyak, ekonomi rakyat sebagai dasar ekonomi nasional), 
serta (5) Keadilan sosial secara menyeluruh ( kemakmuran rakyat yang 
utama, bukan kemakmuran orang-seorang dalam paham individualisme 
kapitalisme, berkeadilan, berkemakmuran), (Bernhard, 2013).      
Dalam pandangan bung Hatta, Sistem Ekonomi Pancasila pada 
hakikatnya adalah sistem ekonomi berdasarkan “ sosialisme religius”, atau 
sosialisme Indonesia yang timbul dari tiga faktor seperti diuraikan berikut, 
pertama, SosialismeIndonesia timbul karena suruhan agama. Karena 
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adanya etik yang menghendaki rasa persaudaraan dan tolong-menolong 
antara sesama manusia dalam pergaulan hidup,orang terdorong ke 
sosialisme. Melaksanakan bayangan Kerajaan Allah diatas dunia adalah 
tujuanya. Kemudian, perasaan keadilan yang menggerakan jiwa berontak 
terhadap kesengsaraan hidup dalam masyarakat terhadap keadaan yang 
tidak sama dan perbedaan yang menyolok mata antara kaya dan 
miskin,menimbulkan dalam kalbu manusia berbagai konsepsi tentang 
sosialisme. Tuntutan sosial dan humanisme tertangkap oleh jiwa agama-
agama, yang mnghendaki pelaksanaan dalam dunia yang tidak sempurna, 
perintah Allah yang Pengasih dan Penyayang serta Adil, supaya manusia 
hidupdalam sayang-menyayangi dan dalam suasana persaudaraan dan 
tolong-menolong serta bersikap adil. 
Jadi sosialisme Indonesia muncul dari nilai-nilai agama, terlepas 
dari marxisme (yang masuknya ke Indonesia sebagai akibat Revolusi 
Oktober di Rusia tahun 1917). Artinya, yang ada hanyalah perjumpaan 
cita-cita sosial demokrasi Barat dengan sosialisme religius (Islam), dimana 
marxismesebagai pandangan hidup materialisme tetap ditolak. Sosialisme 
memang tidak harus merupakan marxisme. Sosialisme di sini tidak harus 
diartikan sebagai hasil hukum dialektika, tetapi sebagai tuntutan hati 
nurani, sebagai pergaulan hidup yang menjmin kemakmuran bagi segala 
orang, memberikan kesejahteraan yang merata, bebas dari 
segalatindasan. 
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Kedua, sosialisme Indonesia merupakan ekspresi dari jiwa 
berontak Bangsa Indonesia yang memperoleh perlakuan yang Sangat 
tidak adil dari penjajahan. Sosialisme Indonesia Lahir dalam pergerakan 
menuju kebebaan dari penghinaan dan dari penjajahan, yang dengan 
sendirinya terpikat pula oleh tuntunan sosial dan humanisme yang 
disebarkan oleh pergerakan sosialisme di Barat. Hal ini dengan kuatnya 
muncul sebagai tekad bangsa Indonesia untuk 
menyatakankemedekaanya, “ Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu 
ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas 
dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan 
dan perikeadilan. Dan perjuangan pergerakkan kemerdekaan Indonesia 
telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa 
mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan 
Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur”. 
Ketiga, para pemimpin Indonesia yang tidak bisa menerima 
marxisme sebagai pandangan hidup, mencari sumber-sumber sosialisme 
dalam masyarakat sendiri. Bagi mereka, sosialisme adalah suatu tuntutan 
jiwa, kemauan hendak mendirikan suatu masyarakat yang adil dan 
makmur, bebas dari segala penindasan. Sosialisme dipahami sebagai 
tuntutan institusional, yang bersumber dalam lubuk hati yang murni, 
berdasarkan perikemanusiaan dan keadilan sosial. Agama menambah 
penerangannya, (Bernhard, 2013). 
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2.7.1 Aspek Moral dalam Ekonomi Pancasila 
Secara hakiki, kebutuhan manusia itu tak terbatas jumlahnya 
sedangkan instrumen pemenuhan kebutuhan manusia sangat terbatas 
jumlahnya. Kebutuhan manusia tidak hanya menyangkut aspek materil, 
tetapi kebutuhan manusia juga menyangkut dimensi moralitas, sosialitas, 
politik, kultural. Sistem Ekonomi Pancasila merupakan instrumen yang  
menghubungkan  kebutuhan materil dengan moralitas dalam berekonomi 
sehingga tercipta suatu tatanan ekonomi yang tidak hanya 
mengedepankan aspek keuntungan materil saja tapi aspek moral pun 
diaktualisasikan dalam kehidupan berekonomi. 
Moralitas dalam Ekonomi Pancasila didefinisikan sebagai kesatuan 
ukuran, atau norma-norma yang mengatur pola berpikir dan pola bertindak 
dari pelaku-pelaku ekonomi dalam sistem Ekonomi Pancasila, (bernhard, 
2013). 
Mubyarto (1987) mendeskripsikan ekonomi yang bermoral  
Pancasila itu sebagai berikut: pertama, suasana usaha bersama harus 
berasaskan kekeluargaan. Dan itulah koperasi. Koperasi sendiri sering 
hancur dan tersisihkan di dalam proses persaingan dengan usaha-usaha 
swasta yang kuat. Oleh sebab itu, koperasi perlu dibenahi agar organisasi 
rakyat yang “belum kuat” ini tidak dilepaskan begitu saja dalam sistem 
persaingan kapitalistik yang kejam. Usaha untuk mengubah suasana yang 
kejam menjadi suasana usaha bersama yang berasaskan kekeluargaan 
inilah yang perlu dibenahi. Selama sistem yang kita pakai sistem kapitalis 
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para pelaku pasti saling berebutan, karena di dalam sistem tersebut ada 
persaingan bebas. 
Memang dalam sistem kapitalistik itu ada aturan, namun selalu 
potensial untuk diterobos karena ada perangsang dan hasilnya adalah 
rebutan. Dan dalam persaingan tersebut, hukum rimba pasti berlaku, yakni 
“yang kuat pasti bertahan (survive), sedangkan yang lemah pasti hancur”. 
Untuk menghindari terjadinya persaingan yang saling menindas itu, maka 
sistem koperasi merupakan langkah alternatif yang memuluskan 
perekonomian dibangun berdasarkan asas kekeluargaan, solidaritas dan 
gotong royong. 
Kedua, Ekonomi Pancasila mengedepankan rangsangan moral dan 
sosial. Kalau ekonomi klasik dan neoklasik mendasarkan rangsangan eko-
nomi untuk menggerakkan perekonomian, Ekonomi Pancasila justru 
mengakomodasi dimensi moral dan sosial. Untuk penguatan dimensi 
moral dan sosial ini, peran agama menjadi cukup signifikan. Agama 
adalah penjaga dan sumber utama nilai-nilai moral. Oleh sebab itu, nilai-
nilai tersebut harus mengental dalam diri setiap produsen dan konsumen. 
Ambisi untuk mengejar kepentingan diri perlu beriringan dengan ambisi 
untuk meningkatkan kesejahteraan umum masyarakat. Pemenuhan ke-
pentingan diri pun harus sampai pada tingkat yang wajar saja. Di 
dalamnya harus ada pengendalian diri, yakni pengendalian kebutuhan 
sampai pada tingkat-tingkat yang wajar sesuai dengan ukuran moral dan 
sosial. 
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Dalam Ekonomi Pancasila, tidak ada orang yang terlalu miskin, dan 
tidak ada orang yang terlalu kaya. Jurang antara kaya dan miskin bisa 
dijembatani. Prinsip subsidi silang berlaku di sini, yakni yang kaya 
menyantuni yang tidak mampu (subsidiaritas). Orang kaya tidak dibiarkan 
bergelimang dalam kekayaannya, sementara orang miskin tidak dibiarkan 
jatuh dalam jurang kemelaratan. Prinsip yang berlaku adalah yang kaya 
mendarmakan hasil usahanya untuk kaum miskin. Ekonomi Pancasila 
menegaskan dimensi kemerataan sosial. 
Ketiga, nasionalisme harus menjiwai semua pelaku 
ekonomi.perasaan nasionalisme harus mendesir entah itu dalam jiwa 
setiap koperasi, maupun businessman, perusahaan negara, dan juga para 
pejabat yang menjalankan perusahaan tersebut. Konsep nasionalisme 
tersebut memiliki kaitan yang kuat dengan ketahanan negara. Ketahanan 
negara akan kuat kalau jiwa nasionalisme bertumbuh kuat di dalam jiwa 
para warganya. Yang dimaksud dengan ketahanan nasional yaitu 
ketangguhan bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidupnya 
menuju kekayaan bangsa dan negara, (Mubyarto, 1987) 
2.7.2 Landasan Hukum Ekonomi Kerakyatan 
Sistem ekonomi kerakyatan merupakan sistem ekonomi yang 
mengacu pada amanat konstitusi nasional. Dengan demikian, landasan 
konstitusionalnya adalah produk hukum yang mengatur terkait dengan 
perikehidupan ekonomi nasional. Ada bebearapa landasan hukum yang 
mendasari sistem ekonomi  kerakyatan. 
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1. Pancasila (Sila Ketuhanan, Sila Kemanusiaan, Sila Persatuan, 
Sila Kerakyatan, dan Sila Keadilan Sosial).  
2. Pasal 27 ayat (2) UUD 1945: “Tiap-tiap warga negara berhak atas 
pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. 
3. Pasal 28 UUD 1945 : “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul 
mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tertulis dan sebagainya 
ditetapkan dengan undang-undang”. 
4.  Pasal 31 UUD 194 : “Negara menjamin hak setiap warga negara 
untuk memperoleh pendidikan”. 
5. Pasal 33 UUD 1945 : 
a) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas 
asas kekeluargaan. 
b) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang 
menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara . 
c) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya 
dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar  
kemakmuran rakyat. 
6. Penjelasan pasal 33 UUD 1945 
Dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi 
dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan 
anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang 
diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang. Sebab itu, perekonomian 
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disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. 
Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah Koperasi. 
Perekonomian berdasr atas demokrasi ekonomi, kemakmuran 
bagi segala orang. Sebab itu, cabang-cabang produksi yang penting bagi 
Negara dan menguasai hidup orang banyak harus dikuasai oleh Negara. 
Kalau tidak, tampuk produksi jatuh ketangan orang-seorang yang 
berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasnya. Hanya perusahaan yang 
tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh ditangan orang-seorang. 
Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi 
adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. sebab itu harus dikuasai oleh 
Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 
7. Pasal 34 UUD 1945 : “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara 
oleh negara”. 
2.7.3 Ruang Lingkup dan Pelaku Ekonomi Kerakyatan 
  Rakyat yang dimaksud dalam sistem ekonomi kerakyatan sebagai 
wujud dari demokrasi ekonomi Indonesia, adalah subjek ekonomi skala 
usaha kecil dan menengah, seperti petani, nelayan, buruh, sektor informal, 
lembaga ekonomi berjiwa koperasi, dan badan usaha yang menerapkan 
konsep demokrasi ekonomi Pancasila.  
Ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang berbasis pada 
kekuatan ekonomi rakyat. ekonomi kerakyat sendiri adalah berbagai 
kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan 
(popular) yang dengan secara swadaya mengolah sumber daya ekonomi 
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apa saja yang dapat diusahakan dan dikuasanya, yang selanjutnya 
disebut sebagai Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), terutama 
yang meliputi sektor pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, 
kerajinan, makanan, dan sebagainya, yang ditujukan terutama untuk 
memenuhi kebutuhan dasarnya dan keluarganya tanpa harus 
mengorbangkan kepentingan masyarakat lainnya.  
2.8 Konsep tentang Implementasi   
Perhatian terhadap masalah implementasi dilatarbelakangi oleh 
suatu kenyataan dimana terdapat penerapan kebijaksanaan yang telah 
ditetapkan secara nasional ternyata tidak atau kurang mencapai sasaran 
sebagaimana mestinya.  
Syukur Abdullah mengemukakan bahwa :  
“Dalam studi organisasi dan management juga dikemukakan 
kurang berimbangnya yang diberikan pada segi perencanaan dan 
implementasi”. 
  Hal ini menandakan bahwa studi implementasi merupakan hal baru, 
dimana belum dilengkapi dengan peralatan analisa dan metode 
pengambilan keputusan yang maju.  
 Implementasi diartikan sebagai realisasi dari rencana yang 
ditetapkan sebelumnya. Lebih jauh Van Meter dan Van Horn (The policy 
Implementation process 1978), seperti dikutip oleh Abdul Wahab Solichin 
mengemukakan pengertian implementasi sebagai berikut :  
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“Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh 
individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau 
swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah 
digariskan dalam keputusan kebijaksanaan”.   
Dari definisi di atas menunjukkan bahwa implementasi adalah 
aspek operasional  dari rencana atau penerapan berbagai program yang 
telah disusun sebelumnya, mulai dari penerapan langkah sampai pada 
hasil akhir yang dicapai sebagai tujuan semula. Berdasarkan definisi di 
atas pula, dapat disimpulkan bahwa dalam proses implementasi sekurang-
kurangnya terdapat tiga unsur penting yaitu :  
1. Adanya program kegiatan/kebijaksanaan yang dilakukan. 
2. Target grup/kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan 
diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut. 
3. Unsur pelaksana/implementer, baik organisasi maupun 
perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan 
pengawasaan dari proses implementasi tersebut. 
Implementasi adalah konsep yang sangat luas dan kompleks. 
Banyak ahli yang mencurahkan perhatiannya mempelajari implementasi 
sebagai manajemen terbaik terhadap program, sama sekali bukan konsep 
sosial yang abstrak. Pengertian tersebut mengandung makna bahwa 
impementasi adalah suatu keharusan yang segera diambil dari langkah-
langkah konkret setelah keputusan ditetapkan.  
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Sondang P Siagiang, dalam bukunya “ Analisa serta perumusan 
kebijaksanaan dan strategi organisasi” memberikan pengertian 
implementasi sebagai berikut :  
“.... Desain dan pengelolan berbagai sistem yang berlaku dalam 
organisasi untuk mencapai tingkat tertinggi dari seluruh unsur yang 
terlibat yaitu manusia, struktur, proses adminstrasi, dan 
manajemen, dana serta daya, kesemuanya dalam rangka 
pencapaian tujuan dan berbagai sasaran organisasi”     
2.9 Konsep tentang Kebijakan  
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia : 
“Kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang 
menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu 
pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang 
pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip 
dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai 
sasaran”. 
 
Carl J Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino(2008:7) 
mendefinisikan : 
“Kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan 
seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan 
tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) 
dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan 
kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu”. 
 
Pendapat ini juga menunjukan bahwa ide kebijakan melibatkan 
perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang 
penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus 
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menunjukan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang 
diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah. 
Solichin Abdul Wahab mengemukakan bahwa istilah kebijakan 
sendiri masih terjadi silang pendapat dan merupakan ajang perdebatan 
para ahli. Maka untuk memahami istilah kebijakan, Solichin Abdul Wahab 
(2008: 40-50) memberikan beberapa pedoman sebagai berikut : 
1. Kebijakan harus dibedakan dari keputusan 
2. Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari 
administrasi 
3. Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan 
4. Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya 
tindakan 
5. Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai 
6. Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik 
eksplisit maupun implisit 
7. Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung 
sepanjang waktu 
8. Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar 
organisasi dan yang bersifat intra organisasi 
9. Kebijakan publik meski tidak ekslusif menyangkut peran kunci 
lembaga-lembaga pemerintah 
10. Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif. 
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Menurut Budi Winarno (2007 : 15), istilah kebijakan (policy term) 
mungkin digunakan secara luas seperti pada “kebijakan luar negeri 
Indonesia” , “kebijakan ekonomi Jepang”, dan atau mungkin juga dipakai 
untuk menjadi sesuatu yang lebih khusus, seperti misalnya jika kita 
mengatakan kebijakan pemerintah tentang debirokartisasi dan deregulasi. 
Namun baik Solihin Abdul Wahab maupun Budi Winarno sepakat 
bahwa istilah kebijakan ini penggunaanya sering dipertukarkan dengan 
istilah lain seperti tujuan (goals) program, keputusan, undang-undang, 
ketentuanketentuan, standar, proposal dan grand design (Suharno :2009 : 
11). 
Irfan Islamy sebagaimana dikutip Suandi (2010: 12) kebijakan 
harus dibedakan dengan kebijaksanaan. Policy diterjemahkan dengan 
kebijakan yang berbeda artinya dengan wisdom yang artinya 
kebijaksanaan. Pengertian kebijaksanaan memerlukan pertimbangan 
pertimbangan lebih jauh lagi, sedangkan kebijakan mencakup aturan-
aturan yang ada didalamnya.  
James E Anderson sebagaimana dikutip Islamy (2009: 17) 
mengungkapkan bahwa kebijakan adalah  
“ a purposive course of action followed by an actor or set of actors 
in dealing with a problem or matter of concern” (Serangkaian 
tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan 
dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna 
memecahkan suatu masalah tertentu). 
 
Konsep kebijakan yang ditawarkan oleh Anderson ini menurut Budi 
Winarno (2007: 18) dianggap lebih tepat karena memusatkan perhatian 
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pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan 
atau dimaksudkan. Selain itu konsep ini juga membedakan secara tegas 
antara kebijakan (policy) dengan keputusan (decision) yang mengandung 
arti pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada. 
Richard Rose sebagaimana dikutip Budi Winarno (2007: 17) juga 
menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian 
kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-
konsekuensi bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai keputusan 
yang berdiri sendiri. Pendapat kedua ahli tersebut setidaknya dapat 
menjelaskan bahwa mempertukarkan istilah kebijakan dengan keputusan 
adalah keliru, karena pada dasarnya kebijakan dipahami sebagai arah 
atau pola kegiatan dan bukan sekadar suatu keputusan untuk melakukan 
sesuatu. 
Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut di atas maka dapat 
disimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan 
yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu 
kelompok atau pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan 
berupa upaya pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada guna 
mencapai maksud dan tujuan tertentu. 
2.10 Konsep tentang Pertambangan 
Pengertian penambangan adalah Suatu penggalian yang dilakukan 
di bumi untuk memperoleh mineral, dan tambang merupakan lokasi 
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kegiatan yang bertujuan memperoleh mineral bernilai ekonomis (kamus 
istilah teknik pertambangan umum, 1994). 
Sedangkan pengertian pertambangan Rafael Rela dalam sebuah 
tulisanya mengartikan pertambangan merupakan suatu kegiatan untuk 
mendapatkan logam dan mineral dengan cara menghancurkan gunung, 
hutan, sungai, laut, dan penduduk kampung. Lebih lanjut Rafae rela  
menegaskan bahwa pertambangan merupakan suatu kegiatan yang 
paling merusak alam dan kehidupan sosial, yang dimiliki orang kaya dan 
menguntungkan orang kaya. Ada juga yang mengatakan bahwa 
pertambangan itu merupakan industri yang banyak menyebarkan mitos 
dan kebohongan. Dari definisi-definisi tersebut terdapat sejumlah unsur 
yang sudah pasti melekat pada pertambangan, yakni adanya tindakan 
penghancuran/ pengrusakan, kebohongan, mitos-mitos, dan keuntungan 
untuk segelintir orang tertentu (orang kaya). Daya destruktifnya, baik 
terhadap lingkungan alam maupun kehidupan sosial masyarakat, dinilai 
terlampau berisiko. 
Definisi menurut Undang-Undang No.4 tahun 2009 tentang 
pertambangan mineral dan batu bara adalah sebagai berikut : 
1. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan 
dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral 
atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi 
kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, 
pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. 
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2. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang 
memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur 
atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk 
lepas atau padu. 
3. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang 
terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan. 
4. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral 
yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas 
bumi, serta air tanah. 
5. Pertambangan Batubara adalah pertambangan endapan karbon 
yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan 
batuan aspal. 
6. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan 
mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan 
umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, 
pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta 
pascatambang. 
7. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah 
izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. 
8. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan 
tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi 
kelayakan. 
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9. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah 
selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan 
kegiatan operasi produksi. 
10. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah 
izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah 
pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas. 
11. Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut 
dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha 
pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus. 
12. IUPK Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan 
tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi 
kelayakan di wilayah izin usaha pertambangan khusus. 
13. IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah 
selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahapan 
kegiatan operasi produksi di wilayah izin usaha pertambangan 
khusus. 
14. Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk 
mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya 
mineralisasi. 
15. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk 
memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, 
bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari 
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bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan 
lingkungan hidup. 
16. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan 
untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang 
berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha 
pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan 
serta perencanaan pasca tambang. 
17. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan 
yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, 
termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian 
dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan. 
18. Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan 
pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk 
pengendalian dampak lingkungan. 
19. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk 
memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya. 
20. Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan 
untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk 
memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan. 
21. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk 
memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan 
atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat 
penyerahan. 
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22. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual 
hasil pertambangan mineral atau batubara. 
23. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang selanjutnya disebut 
amdal, adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu 
usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup 
yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang 
penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.  
24. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan 
usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki 
kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali 
sesuai peruntukannya.  
25. Kegiatan pascatambang, yang selanjutnya disebut pascatambang, 
adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir 
sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk 
memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut 
kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.  
26. Pemberdayaan Masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan 
kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, 
agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya.  
27. Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP, adalah 
wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak 
terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan 
bagian dari tata ruang nasional. 
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Karakteristik Perusahaan Pertambangan Umum, terdapat empat 
kegiatan usaha pokok, yang pertama Eksplorasi (Exploration) merupakan 
usaha dalam rangka mencari, menemukan, dan mengevaluasi cadangan 
Terbukti pada suatu wilayah tambang dalam jangka waktu tertentu seperti 
yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku. Kedua 
Pengembangan dan Konstruksi (Development and Construction)  
maksudnya setiap kegiatan yang dilakukan dalam rangka mempersiapkan 
Cadangan Terbukti sampai siap diproduksi secara komersial. Konstruksi 
adalah pembangunan fasilitas dan prasarana untuk melaksanakan dan 
mendukung kegiatan produksi. ketiga Produksi (Production) merupakan 
semua kegiatan mulai dari pengangkatan bahan galian dari cadangan 
terbukti ke permukaan bumi sampai siap untuk dipasarkan, dimanfaatkan, 
atau diolah. Dan yang teraghir pengolahan, dengan adanya kegiatan 
penambangan pada suatu daerah tertentu, maka akan menimbulkan 
dampak terhadap lingkungan hidup di sekitar lokasi penambangan, seperti 
Pencemaran lingkungan, yaitu masuknya atau dimasukannya mahluk 
hidup, zat, energi, dan komponen lain ke dalam lingkungan dan atau 
berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alam, 
sehingga kualitas lingkungan sampai ketingkat tertentu yang 
menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi 
sesuai dengan peruntukannya dan Perusakan lingkungan, yaitu adanya 
tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak Iangsung 
terhadap perubahan sifat-sifat dan atau hayati Iingkungan yang 
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mengakibatkan lingkungan itu kurang berfungsi lagi dalam menunjang 
pembangunan berkesinambungan 
Dalam rangka mendukung pembangunan nasional yang 
berkesinambungan, fungsi pengelolaan mineral dan batubara berdasarkan 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang 
Pertambangan Mineral dan batubara adalah: 
1. Menjamin efektifitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan 
usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan 
berdaya saing. 
2. Menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara 
berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup. 
3. Menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku 
dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri. 
4. Mendukung dan menumbuh kembangkan kemampuan nasional 
agar lebih mampu bersaing . 
5. Meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, 
serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya 
kesejahteraan rakyat. 
6. Menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan 
usaha pertambanganmineral dan batubara. 
  
107 
 
BAB III 
METODE PENELITIAN 
2.1 Lokasi Penelitian 
 Berdasarkan judul penelitian yang diangkat maka penelitian ini 
telah dilaksanakan di Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi 
Tenggara. 
1.2 Tipe Penelitian 
Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu 
suatu tipe penelitian yang memberi gambaran, pemahaman dan 
penjelasan mengenai bagaimana implementasi sistem ekonomi Pancasila 
dalam  kebijakan pertambangan dari aspek perundang-undangan dan 
dampak kebijakan izin usaha pertambangan terhadap ekonomi kerakyatan 
di Kolaka Utara melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan studi 
kepustakaan. 
1.3  Sumber Data 
 Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data 
primer. Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber buku-buku, 
perundang-undangan, jurnal, surat kabar, dan literatur-literatur lainya yang 
relevan objek penelitian sedangkan data primer diperoleh melalui 
observasi visual untuk mengetahui bagaimana kondisi ekonomi 
masyarakat Kolaka Utara dan wawancara yang dilakukan pada informan 
yang berkaitan dengan penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui 
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implementasi sistem ekonomi  Pancasila dalam kebijakan pertambangan 
pemerintah daerah Kolaka utara. 
 Data sekunder dan data primer yang dikumpul ini bersifat 
kualitatif yang selanjutnya akan dianalisis, dimana penulis akan menjawab 
permasalahan berdasarkan fakta-fakta dan data yang penulis  peroleh. 
1.4 Teknik Pengumpulan Data 
 Untuk memperoleh data yang akurat dan relevan sehubungan 
dengan penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang dilakukan 
adalah sebagai berikut: 
a. Studi kepustakaan (penelaahan terhadap dokumen tertulis) yaitu 
dilakukan dengan mencari data-data pada berbagai literatur baik 
berupa buku-buku, dokumen-dokumen, artikel di internet, bulletin, 
makalah-makalah hasil penelitian serta referensi lainnya yang 
berkaitan dengan penelitian.  
b. Observasi langsung adalah metode pengumpulan data melalui 
pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat dan 
langsung di lapangan atau lokasi penelitian. Dalam hal ini, peneliti 
dengan berpedoman kepada desain penelitiannya perlu 
mengunjungi lokasi penelitian untuk mengamati langsung berbagai 
hal atau kondisi yang ada di lapangan 
c. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dimaksudkan 
untuk memperoleh informasi dan keterangan-keterangan lisan 
melalui dialog langsung antara peneliti dengan para informan kunci 
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secara mendalam dan terbuka. Dalam hal ini, jumlah informan tidak 
dibatasi tergantung pada kebutuhan data. 
d. Informan dipilih dan ditentukan secara snobel yaitu memilih 
informan yang banyak mengetahui terkait dengan penelitian ini dan 
berdasarkan kebutuhan data dari kalangan pemerintahan, 
akademisi, Pihak perusahaan pertambangan dan masyarakat. 
1.5 Analisa Data 
Dalam menganalisis data yang diperoleh, peneliti menggunakan 
teknik analisis data kualitatif dimana data yang diperoleh akan dianalisis 
dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif. Metode penelitian 
kualitatif adalah suatu metode penelitian untuk menghasilkan data 
deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan 
perilaku yang diamati. Teknik analisis data kualitatif digunakan untuk 
mendapatkan penjelasan mengenai implementasi ekonomi kerakyatan 
dan dampaknya di Kolaka Utara. Data dari hasil wawancara yang 
diperoleh kemudian dicatat dan dikumpulkan sehingga menjadi sebuah 
catatan lapangan. 
Analisis data adalah proses penyederhanaan data dalam bentuk 
yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Analisa data dalam 
penelitian kualitatif dilakukan mulai sejak awal sampai sepanjang proses 
penelitian berlangsung. Tahapan analisis yang dilakukan peneliti adalah 
sebagai berikut : 
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a. Pengumpulan Data  
Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan, 
observasi, dan wawancara. Pada tahapan studi kepustakan 
dilakukan pemilahan data yang terkait dengan penelitian terutama 
data yang bersumber dari perundang-undangan. Data hasil 
observasi dan wawancara dibuatkan transkripnya yakni 
menyederhanakan informasi yang masuk berupa rekaman dan 
video dalam bentuk tulisan agar mudah dipahami kemudian 
dilakukan kategorisasi berdasarkan pekerjaan informan.   
b. Reduksi Data  
Mereduksi data yaitu merangkum memilih hal-hal yang pokok, 
memfokuskan pada hal yang penting yang sesuai dengan tujuan 
penelitian dan membuang hal-hal yang tidak diperlukan dalam 
penelitian. 
c. Penyajian Data  
Data yang sudah ditafsirkan dan dijelaskan untuk menggambarkan 
implementasi sistem ekonomi Pancasila dalam kebijakan 
pertambangan pemerintah daerah Kolaka utara. Penyajian data 
berbentuk uraian teks dan bersifat naratif. 
d. Penarikan Kesimpulan 
Pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan dari hasil analisis data 
yang sudah dilakukan terkait dengan permasalahan yang diteliti.  
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3.6 Bagan Kerangka Konsep 
Gambar 3.1. Bagan Kerangka Konsep 
  
NEGARA 
Sistem Ekonomi Pancasila  
Membangun Ekonomi 
Kerakyatan yaitu 
1.Pertanian 
2.Perikanan 
3.Perkebunan 
4.Peternakan 
 
KESEJAHTERAAN 
UMUM 
Kebijakan Pertambangan 
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BAB V 
PENUTUP 
5.1 Kesimpulan 
1    a. Sistem ekonomi Pancasila merupakan manifestasi dari ideologi    
Pancasila yang berfungsi sebagai pedoman pembangunan 
ekonomi dengan tujuan meningkatan kemakmuran dan 
kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi kerakyatan 
seperti pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan.  
b. Kebijakan pertambangan pemerintah daerah Kolaka Utara 
merupakan kebijakan ekonomi untuk mensejahterakan masyarakat 
Kolaka Utara dengan membeberikan izin usaha pertambangan 
kepada pemilik modal  yang berlandaskan dengan ideologi 
Pancasila, UUD 1945 pasal 33, dan UU No 4 Tahun 2009. 
Imlementasi sistem ekonomi Pancasila dalam aspek perundang-
undangan kebijakan pertambanagan di Kolaka Utara yaitu 
implementasi sistem ekonomi Pancasila yang membangun ekonomi 
kerakyatan dalam dasar hukum kebiajakan pertambangan 
pemerintah daerah Kolaka Utara yang sudah terealisasi.  
c. Implementasi sistem ekonomi pancasila dalam dasar hukum 
kebijakan pertambangan dapat dilihat dalam UUD 1945 pasal 33 
ayat 3 dan UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral 
dan Batu Bara dalam pasal 3 dan 4. Namun di Kolaka Utara 
113 
 
pemerintah daerah tidak membuat peraturan perundang-undangan 
berupa peraturan daerah tentang pertambangan yang mengatur 
ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengembangan dan 
pemberdayaan masyarakat Kolaka Utara yang berorientasi kepada 
pembangunan sistem ekonomi Pancasila dan menjadi landasan 
hukum pengelolaan sumber daya alam di Kolaka Utara.Masyarakat 
Kolaka Utara memiliki 4 aspek ekonomi kerakyatan yaitu pertanian, 
perkebunan, peternakan, dan perikanan. Keempat aspek tersebut 
menjadi sumber mata pencaharian masyarakat Kolaka Utara.  
2   a. Dampak kebijakan izin usaha  pertambangan di Kolaka Utara 
terhadap ekonomi kerakyatan dari aspek  pertanian, perkebunan, 
dan perikanan sangat signifikan dan negatif sehingga inplementasi 
ideologi Pancasila dalam kebijakan pemerintah yaitu kebijakan 
pertambangan yang dilihat dari pembangunan ekonomi kerakyatan 
tidak terealisasi di Kolaka Utara .  
b. Usaha ekonomi kerakyatan masyarakat Kolaka Utara dilemahkan 
dan dimatikan oleh perusahaan pertambangan dan Kebijakan 
pertambangan tidak membangun ekonomi kerakyatan yang ada di 
Kolaka Utara. Namun di sektor perternakan perusahaan 
pertambanagan tidak memberi dampak signifikan terhadap 
ekonomi peternakan masyarakat Kolaka Utara. 
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5.2 Saran 
 Berdasarkan kesimpulan di atas, di kemukakan beberapa saran 
sebagai berikut : 
1. Pemerintah daerah Kolaka Utara patut membuat peraturan daerah 
untuk kebijakan pertambangan yang sesuai dengan nilai-nilai 
sistem ekonomi Pancasila yang membangun ekonomi kerakyatan  
masyarakat Kolaka Utara. 
2. Ekonomi kerakyatan masyarakat Kolaka Utara perlu diperhatikan 
dan menjadi fokus pembangunan pemerintah daerah Kolaka Utara.  
3. Nilai-nilai sistem ekonomi Pancasila perlu disosialisasikan dalam 
membangun ekonomi lokal masyarakat Kolaka Utara.  
4. Kabupaten Kolaka Utara memiliki tipologi tanah yang sangat 
menguntungkan untuk pertanian, perkebunan, perikanan tambak, 
dan  perkebunan, perikanan kegiatan lainnya. Terdapat 6 jenis 
tanah yaitu : Tanah Podzolik Merah Kuning, Podzolik Coklat 
Kelabu, Lithosol, Regosol, Alluvial, dan Mediteran Merah Kuning 
dan  penduduk kabupaten  Kolaka Utara sebagian besar bekerja di 
sektor pertania. Dari 64.666 orang status bekerja, yang bekerja di 
sektor pertanian sebesar 70,72 persen maka dari itu untuk  
mensejahterakan masyarakat sistem ekonomi Pancasila yang 
paling tepat untuk direalissasikan dalam kebijakan ekonomi 
terutama dalam kebijakan pertambangan. 
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